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TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SINGKEP BARAT
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017-2018

ABSTRAK

SISWADI

Berdasarkan Peraturan Remerintah. Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,
pemerintah © menugaskan. camat untuk melakukan. pembinaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan  desa, yakni melakukan ~pembinaan dan
pengelolaan keuangan desa. Hal ini di dasari masih banyaknya desa-desa yang
tidak tertib administrasi sehingga mengalami keterlambatan pelaporan keuangan
desa kepada camat singkep barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana tugas camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan keuangan
khususnya pada 3 (tiga) desa, yakni Bakong, Sungai Buluh dan Kuala Raya.
Selain itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh camat
dalam pembinaan dan pengelolaan keuangan desa. Penelitian-ini menggunakan
metode penelitian kualitatif, dengan.lokasi penelitian di Kecamatan Singkep Barat
Kabupaten Lingga. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa camat Singkep Barat
telah melaksanakan tugasnya namun belum optimal. Hal ini di karenakan tugas
dan tanggungjawab camat syang banyak sehingga camat mengalami kesulitan
dalam memberikam pembinaan. ‘Hal\ inii Kemudian di perparah dengan banyaknya
desa serta jarak dan geografis wilayah yang lebih banyak perairan menyulitkan
camat dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan pada desa. Hal lain yang
menjadi kendala bagi camat yakni masih banyaknya kepala desa yag tidak
menghiraukan arahan camat serta kurang kompetennya aparatur perangkat desa
membuat pembinaan yang dilakukan camat atau dinas terkait menjadi lambat
untuk dipahami oleh kepla desa dan perangkatnya.

Kata Kunci : Tugas Camat, Pembinaan Dan pengelolaan, Keuangan Desa.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1945 menyatakan bahwa wi ag alam daerah besar

dan Kkecil h imaksudkan aga ; 3 ersebut mampu

pembantuan yang tertuang didalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian pada daerah tingkat satu akan
dipimpin oleh gubernur dan pada daerah tingkat dua akan dipimpin oleh
bupati/walikota, serta pada setiap daerah akan mempunyai Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dari

! Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18



ke tiga asas tersebut, asas desentralisasi yang menjadi dasar bagi daerah provinsi
dan kabupaten/kota untuk dapat mengurus sendiri urusan rumah tangganya, karen
prinsip dasar desentralisasi adalah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada
daerah dalam menjalankan roda-pemerintahannya.

Selanjutnya daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan
dibagi lagi atas kelurahan/desa; 'hal “ini: dimaksudkan agar kehadiran negara
melalui tangan pemerintah dapat memberikan hak kepada masyarakatnya berupa,
pelayanan,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.? Berdasarkan Undang-
Undang tentang pemerintahan daerah pasal 209, menyatakan dan menjelaskan
bahwa yang termasuk perangkat daerah kabupaten/kota adalah sekretariat daerah,
sekretariat dprd; inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.® Organisasi perangkat
daerah merupakan organisasi yang membantu pemerintah daerah (kepala daerah)
dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) untuk menunjang dan melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya.

Dengan adanya pemberian otonomi ini, maka di- dalam implementasi
kebijakannya mengalami perubahan baik secara struktural, fungsional dan kultural
dalam tatanan penyelenggaraan. pemerintah. daerah. Perubahan tersebut yaitu
menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya
merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah
statusnya menjadi peranglat daerah, di dalam Undang-undang ini camat
mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota untuk

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

? Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1-2)
¥ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat (2) huruf f



Bila kita melihat kepustakaan tentang Camat dan lembaga Kecamatan dapat
diketahui di Indonesia ataupun di nusantara sudah cukup lama jauh sebelum masa
kemerdekaan Indonesia, bahwa istilah camat kiranya telah dikenal masyarakat
khususnya di Jawa dan Madura; sejak sebelum-penjajahan Belanda. Di Jawa Barat
terdapat-istilah cutak yang peranannya sama dengan camat, yaitu seseorang yang
mengepalal dan membina suatu-wilayah yang biasanya terdiri beberapa desa.

Dalam™ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah tidak ditemukan pendefinisan istilah kecamatan secara
langsung. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara bebas definisi
kecamatan adalah suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi merupakan bagian dari wilayah kabupaten
atau kotamadya.

Sedangkan definisi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 huruf
(m) memnjelaskan Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sebagaimana.definisi ini maka Kecamatan
bukan lagi wilayah administrasi.dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-
Undang ini kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau
Daerah Kota.

Lalu seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Undang-Undang ini

pendefinisian secara langsung mengenai Kecamatan terdapat di dalam penjelasan



pasal 126 ayat (1), yang menjelaskan sebagai berikut: “Kecamatan adalah wilayah
kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Selanjutnya
pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
pengertian mengenal Kecamatan. juga tidak mengalami perubahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat
yang berada dibawah dan bertanggung jawab, kepada Bupati/\Walikota melalui
Sekretaris Daerah. Bupati/\Walikota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri
sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi
persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan Kketentuan Sebagaimana yang
dimaksud pada“ayat 2 dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.*

Tindak lanjut dari pengaturan mengenai kecamatan-yang termaktub di
dalam Pemerintah-Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pada tahun 2018
diundangkannya Peraturan Pemerintah Tahun 2018, Namun pada Penelitian ini
mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, yang menyatakan
secara eksplisit bahwa camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang
meliputi:

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan

agbhwdE

* Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224


https://id.wikipedia.org/wiki/Camat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan
atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.”

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemerintah menugaskan camat sebagai

kepala pemerintahan.untuk melakukan pembinaan,. dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Adapun kegiatan pembinaan tersebut meliputi:

a.

Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
desa dan kepala desa

. Memberi bimbingan; suervisi, fasilitasii/dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa dan kepala desa

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa
Melakukan pembinaan dan pngawasan terhadap perangkat atau kepala
desa

. Melakukan evaluasi penyelenggarakan pemerintahan desa atau kepala

desa ditingkat kecamatan

Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa atau kepala desa ditingkat kecamatan kepada bupati
atau walikota.®

Peraturan Pemerintan ini memberikan arah kepada Camat dalam

melaksanakan pembinaan pengelolaan keuanganidesa mengacu pada Peraturan

Perundang-Undangan yang mengatur tentang desa, yakni Peraturan Pemerintah

No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksaana Undang-Undang No. 6 Tentang

Desa yang mengisyaratkan bahwa Camat wajib..membina dan mengawasi

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 154 huruf

(c), yang menerangkan bahwa Camat memfasilitasi pengelolaan keuangan desa

dan pendayagunaan asaet desa.

Tugas camat juga diatur di dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah ini yang

menjelaskan beberapa hal mengenai tugas camat :’

5 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15
® Ibid. Pasal 21
" Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan



1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan
urusan pemerintahan umum;

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

a. partisipasi. masyarakat. dalam __forum ~musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
dan

d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan kepada bupati/wali kota;

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,

meliputi:

a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;

b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan.ketertiban kepada
bupati/wali kota;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, meliputi::

a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang
penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan

b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
meliputi :

a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang
terkait;

b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang
melibatkan pihak swasta; dan

c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan, meliputi :



a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan
instansi terkait;
b. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
kegiatan vertikal kegiatan;
c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
kepada bupati/wali kota;
7. Membina.dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan wurusan pemerintahan’ yang. menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota yang:‘tidak dilaksanakan oleh “Unit kerja perangkat daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya;

c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
Kecamatan; dan

d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pembentukan kecamatan bertujuan meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, untuk itu camat
harus mampu mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan,
selain itu camat harus™ memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat desa/kelurahan.

Camat memiliki kewenangan vyang bersifat delegatif dan atributif.
kewenangan delegatif berasal dari pelimpahan sebagian kewenangan
bupati/walikota, sedangkan kewenagan atributif adalah kewenangan yang melekat
pada camat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pembinaan dan koordinasi yang dilakukan camat kepada desa yang berada

di wilayah administratifnya. Hal tersebut relevan dengan upaya mewujudkan cita-
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cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan mengenai kedudukan desa, bahwa

S
: g but dana desa.
-ﬁ ‘3; erintah daerah

kan dari pajak

keuangan desa
diatur di dalam pa da dan 1 In 2014 Tentang Desa

yaitu® :

2. Dalam melaksanakan tugas ke

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
menetapkan Peraturan Desa;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
membina kehidupan masyarakat Desa;

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

@rooo0oTe

& Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 1



h. membina  dan meningkatkan perekonomian Desa  serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

. mengembangkan sumber pendapatan Desa

mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna
meningkatkankesejahteraan masyarakat Desd;

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna;

.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya'sesuai tlengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

0. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

[ S ——

5 3 F

Selanjutnya jika dilihat pada pasal 26 ayat 4 (empat) menjelaskan dalam
melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan-memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;

melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi,
korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi «dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa;
menyelenggarakan-administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
mengelola Keuangan dan Aset Desa;
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

D OO0 T

oS3 —x TS

Kepala Desa wajib melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada pasal 26, yakni :



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

10

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir
tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir
masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara

tertulis -.- Badan Permusyawaratan.‘Desa setiap akhir tahun

A asas, hal ini
erikan kepastian

hukum, kete i alam ‘upaya menjalankan serta

tertib kepentln
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;
efektivitas dan efisiensi;
kearifan lokal,
keberagaman; dan

. partisipatif.

AT SQ@ oo o0 o

Dalam perjalanannya apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Desa,
khususnya pasal-pasal yang masih belum dijelaskan secara eksplisit mengenai

pelaksanaanya di jabarkan lagi dengan di sah kannya Pemerintah Nomor 43
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Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa yang

menjelaskan bahwa camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan

pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi :

S o000 o

©>5 3T xT

©

-

Fasilitas penyususan Peraturan Desa.dan Peraturan Kepala Desa;

Fasilitas administrasi Tata Pemeritnahan Desa

Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa;
Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
Fasilitas pelaksanaan tugas Kepala Desa.dan Perangkat Desa;

Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala Desa

Fasilitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberh entian Perangkat
Desa;

Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pembangunan
desa;

Fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;

Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga masyarakat

. Fasilitas penyusun perencanaan pembangunan partisipatif;

Fasilitas kerja sama antar Desa dan kerjasama Desa dengan Pihak ketiga;
Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta
penetapan dan penegasan batas Desa;

Fasilitasi penyusunan-program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
Desa,;

Koordinasi pendampingan Desa di wilayah; dan

Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah.’

Berdasarkan' uraian diatas yang memberikan. legitimasi kepada camat

mengenai kewajiban dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan

desa.

yakni

Di daam penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan pada poin (c)

mengenai membina dan mengawasi Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa

dan Pendayagunaan aset Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Hal yang menjadi dasar dan pertimbangan peneliti yakni :

® pasal

154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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1. Karena di dalam memfasilitasi pembinaan keuangan dan pendayagunaan aset

desa, masih sering terjadinya keterlambatan di dalam penyusunan rancangan

APB-Des di beberapa desa di dalam wilayah administratif Kecamatan Singkep

terkait.

. Hal ini /ebabkan k an kece enyelenggaraan

pemerint pistratif Kecamatan
Singkep

otomatis

diterima.

. Tentunya ini juga akan menjadi cerminan yang buruk bagi pemerintah di

kecamatan dan juga pemerintah yang ada di desa. Karena mereka akan
dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta akan
memberikan dampak buruk terutama dalam menjalankan program-program di
desa karena akan terhambat. Bahkan sangat mungkin hilangnya legitimasi pada

publik yang ada di desa.
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Kecamatan Singkep Barat adalah sebuah kecamatan yang memiliki 1 (satu)

kelurahan dan 11 (sebelas) desa, berikut dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. | : Data Kelurahan/Desa dan KK beserta Jumlah Penduduk di
Ingkep Barat Kabupaten Li

Kecamatan. £

gga Tahun 2018

No
Total

1 312
2 143
3 201
4 337
5 251
6 698
7 517
8 290
9 541
10 446
11 345
12 Tanjung Irat 294

Total 7421 | 6775 | 14196 | 3731 | 644 | 4375

Sumber : Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kelurahan/desa yang berada di

Kecamatan Singkep Barat, yang mana terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 11

(sebelas) desa, dari sebelas desa tersebut peneliti akan mengambil 3 (tiga) desa
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yang akan dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini yakni Desa

Bakong, Desa Kuala Raya, dan Desa Sungai Buluh.

C
RECKY i
A AS ISL4pg 0
=~ N 4
= 9 &
=
=
B o
x =
8 =
= = = AL, &5
B o u mum d e rencanaan dan
= n - aluasi

- = FEAN.K N 0 TA BR BARUS
E = la) o o=t [11/a)

LI
< &
e =
- =
<8 Kasi Ekonomi dan sejaht [ i Pemerintahan

= Pembangunan [ aman dan Ketertiban

ELENURHAYATI ILA SE KURNIAWAN, S.I.P

= (k) (111/c)
2 =
m p o L]
E =
E LURAH
o
= e .

Gambar. 1.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Singkep Barat Kabupaten

Lingga
Secara administratif kabupaten ini memiliki 9 (Sembilan) kecamatan, 7
(tujuh) kelurahan dan 74 desa. Kabupaten Lingga dijuluki Bunda Tanah Melayu.
Sementara itu, Kecamatan Singkep Barat adalah Kecamatan di Kabupaten Lingga
dengan Ibu Kota Kecamatan berada di Raya. Salah satu Kecamatan yang

diberikan tanggung jawab membina desa adalah Kecamatan Singkep Barat
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Kabupaten Lingga. Kecamatan Singkep Barat memiliki luas wilayah 496,07
Km?. Secara administrasi Kecamatan Singkep Barat terdiri dari 11 Desa dan 1
Kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai 17.881 jiwa.

Berdasarkan« PeraturanPemerintah__Nemor 19 Tahun 2008 Tentang
Kecamatan yang berkaitan dengan urusan otonomi daerah ini juga diperjelas
dengan adanya Peraturan Daerah| Kabupaten, Lingga Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja . Kecamatan dan Kelurahan,
pelimpahan sebagian kewenagnan Bupati Lingga kepada Camat untuk
melaksanakan urusan pemerintahan daerah Camat. melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Dalam penelitian ini peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh
mengenai kewenangan yang ada pada camat, khususnya pada aspek pembinaan
Pengelolaan Keuangan Desa,yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat
Kabupaten Lingga, desa tersebut ialah Desa Bakong, Desa Kuala Raya, dan Desa
Sungai Buluh. Alasannya ini didasari rasa ingin tahu yang kuat mengingat bahwa
desa adalah pemerintahan terkecil yang mana memiliki otonomi sendiri yang di
akui dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya desa diberikan dana yang
besar dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Secara atura mengenai keuangan desa ini nantinya akan terdokumentasi
dalam bentuk APBDes. Pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan
perundang-undangan. Sehingga pemerintah desa tidak bisa asal-asalan dalam
pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menjelaskan

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
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perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa.'°

Pemerintah desa harus menyiapkan tiga dokumen penting dalam
perencanaan keuangan desa. Ketiga dokumen.tersebut adalah RPJMDes, RKPDes
dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Tanpa dokumen

ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa

memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan prasurvey yang dilakukan peneliti di Kecamatan Singkep Barat

Kabupaten Lingga terlihat ada beberapa indikasi yang merupakan suatu

fenomena, yaitu diantaranya Data tahun 2017 diduga belum sepenuhnya terlihat

Peranan Camat dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan

Singkep Barat Kabupaten Lingga, yakni :

1. Belum optimalnya pelaksanaan memberikan fasilitasi, bimbinangan, pertemuan
(diskusi), penyuluhan, pengarahan dan memberikan pelatihan terhadap kepala
desa yang dilakukan oleh camat. Hal ini terjadi karena di dalam Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 "Tentang Desa, peran Kecamatan tidak
disebutkan secara komprehenship, tugas Camat akan terperinci setelah
menerima pelimpahan delegatif dari Bupati berdasarkan PP Nomor 43 Tahun
2014. Hal ini membuat Camat mengalami kekaburan dan tidak cukup kuat
dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan

di Desa. Adapun yang sudah dilakukan olen Camat yakni memberikan fasilitasi

19 permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1
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pertemuan antara Kepala Desa dengan Dinas, Tenaga Ahli/Stakeholder terkait

pembinaan keuangan desa, melakukan kunjungan ke desa, melakukan

pertemuan (rapat), penyuluhan dan pelatihan (Sosialisasi Pengelolaan

2. ! 3 nelak 3 3 pengawasan

2sa, hal ini
yang masuk di
evaluasi dan
pengawa da b pe an ) belum optimal
dilaksans ferivikasi dan

Camat hanya

keterlambatan,

iy disay yejepe il udwnyo(]
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(Sumber daya manusia) yang kurang cakap dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa, hal ini juga disebabkan oleh faktor pendidikan, minimnya
pelatihan dan bimbingan dari pemerintah tingkat desa ataupun kecamatan.
Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam
bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan

perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan
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mengelola keuangan desa dan mampu secara akuntabel dalam pengelolaan

keuangan desa. untuk itu peran camat sangat penting dalam memberian

pembinaan dan memfasilitasi desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan apa yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka dalam proposal
penelitian ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana tugas camat dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
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2. Apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya tugas camat dalam
melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep

Barat sehingga sering terlambatnya pelaporan keuangan desa.

pasal 21 terd am).. poin: Pe enu at, maka dalam
penelitian kni sebagai
berikut :

a. Melak ne aan dan pe I pemerintahan

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan hasil pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep

Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017 — 2018.
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi Penghambat

Tugas Camat dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di

Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Seghingga filosofisnya sangat jelas bahwa pemerintah hadir atau dibuat
adalah untuk melindungi masyarakatnya, namun dalam konteks moderntugas dan
fungi pemerintah tidak hanya sebatas melindungi tetapi juga melayani segala
kebutuhan yang diperlukan oleh orang banyak termasuk diantaranya berupa
pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat yang kesemuaanya itu

bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
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Jika kembali pada asal usul terbentuknya pemerintah yanki dikarenakan
adanya sebua kelompok yang kuat melindungi kelompok lain yang lemah karena

pada saat itu keadaan sangat kacau sehingga banyak terjadi ketidakadilan dan

ing ah m “ elompok orang yang
ingin me ‘ln‘i“ .5 pok tersebut
menjadi s i elompok lainnya
(rakyat) at | 2 e inyal legitimasi tersebut
sehingga akh K min S ! ' ekuasaan dan
akhirnya > y ok : memerintah

“pemerinta

kekuasaan tadi manusia dapat diperintah.*? Bahkan ia juga melihat pemerintahan
sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada.
Pengembangan lebih lanjut atas konsep pemerintahan oleh Mac Iver
sesungguhnya lahir dari pendekatan oleh banyak filosof politik sebelumnya sebab

bagaimanapun dapat dipahami bahwa konsep pemerintahan dengan segala

“Apter. David. E. 1977, Pengantar Analisis Politik. CV. Rajawali, Jakarta.
2Syafiie. Inu. Kencana. 2013. llmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi Aksara.
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kelebihan maupun kekurangannya tetap diakui merupakan bagian dari kajian IImu
Politik pada skala makro.*

Max Weber menyimpulkan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun

yaitu pertama,

yang mampu

lain. Kedua,

sebagai bagian dari tiga cabang kekuasaan sebagaimana yang dikembangkan
lewat Trias Politica oleh Montesquei. Selain legislatif dan yudikatif, cabang
eksekutif dianggap merupakan pengertian pemerintahan dalam arti sempit.

Rosenthal menyimpulkan cara kerja pemerintahan yang baik secara internal dan

3 LLabolo. Muhadam. 2013. Memahami llmu Pemerintahan, Rajawali Press, Edisi 6, Jakarta. Hal.
15-18.

“Ibid

1gyafiie. Inu. Kencana. 2013. llmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi Aksara.
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eksternal sebagai suatu pengertian atas kekhususan ilmu pemerintahan pada
wilayah administrasi. Pandangan cukup sulit dikembangkan, alaupun dapat

dimengeti bahwa gejala pemerintahan merupakan suatu proses yang bersifat

erkelanjutan). Sampai

. 'am‘\‘ W,

Pend: enjac - bahwa gejala

pemerintahg menjalankan

aktivitasnya ya pemerintahan

‘
=

E
=
ﬂ’ da, atau sedang
r 4

Rosenthal, Brasz dala
walaupun dapat ditafsirkan secara berbeda, di mana apa yang menjadi kesimpulan
akhir Brasz mengenai pemerintahan merupakan suatu ilmu tentang bagaimana
suatu lembaga pemerintahan umum.’® Disusun dan difungsikan sehingga

mengikat secara internal dan eksternal pada warga negara. Pandangan demikian

lebih cenderung menegaskan suatu pola bagaimana politik pemerintahan sebagai

16 Syafiie. Inu. Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi Aksara.
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aliran ketiga dapat dikembangkan. Sebab dengan disusunnya suatu lembaga
pemerintahan umum vyang secara sah mengalokasikan otoritasnya sehingga
mengikat secara internal maupun eksternal tentulah menunjukkan proses bagi
bekerjanya suatu_pemerintah.

Brasz tentulah melihat pemerintah sebagal satu-satunya institusi yang
berhak menjalankan otoritasnya; | tanpa: melihat siapa yang dihadapi oleh
pemerintah itu sendiri.*” Pandangan ini membuat institUsi pemerintahan hanyalah
seonggok Institusi tanpa lahan, atau mungkin saja keseluruhan lahan tadi
merupakan cakupan dari pemerintahan itu sendiri..llustrasinya, seseorang yang
akan membuat sebuah roti dengan berbagai bahan campuran yang kemudian rela
tidak diberi titel dari masing-masing bahan 'tadi, tetapi.nama baru yang
merepresentasikan keseluruhan dengan nama roti A atau B.*®

Pandangan Poelje memberi indikasi tentang, penyiapan- suprastruktur untuk
menyelesaikan masalah yang beragam sehingga dibutuhkan dinas-dinas secara
spesifik serta bagaimana rotasipada tingkat elite dapat diloakukan secara damai.
Artinya, pandangan Poelje memperjelas pada kita bahwa ilmu pemerintahan tidak
saja berfokus pada bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat secara
teknis, tetapi juga berbicara tentang pentingnya kepemimpinan dengan segala
bentuk dan konsekuensinya. Jika disimpulkan secara sederhana, pandangan poelje
sesungguhnya berbicara tentang dua level utama, yaitu bagaimana memecahkan
masalah "yang diperintah” dan bagaimana masalah "yang memerintah”. Masalah

yang diperintah dipecahkan dengan membentuk dinas-dinas secara terspesialisasi

1bid. Hal. 23.
¥0p. Cit. Labodo. Hal. 19-20.
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(openbaaredienst), sedangkan rnasalah yang memerintah dilakukan dengan rotasi
kepemimpinan yang baik.

Fenomena tersebut menjadi sandaran yang kuat di mana antara gejala
pemerintahan dan politik menjadi sesuatu yang sulit untuk dielakkan.
Bagaimanapun, Poelje telah menanamkan pengertian llmu Pemerintahan yang
paling mungkin untuk digaris=hawahi; Syaitu .Suatu ilmu pengetahuan yang
bertujuan ‘untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang
sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.*®

Dibawah ini berikut penulis paparkan berbagai macam definisi teori ilmu
pemerintahan menurut para ahli :

Menurut-Musanef dalam Syafiie ilmu pemerintahan dapat didefinisikan
sebagai berikut :*°

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur
dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-
dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau.

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap
dinas umum, sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis
problema-problema sentralisasi, desentralisasi; koordinasi pengawasan ke dalam
dan ke luar, atau.

3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki yang menyelidiki bagaimana
sebaiknya hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah, dapat diatur
sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan
antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, danmengusahakan agar terdapat
keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam

pemerintahan.

%0p. Cit. Labodo, Hal. 20-22
Pgyafiie. Inu. Kencana. 2013. llmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi Aksara. Hal 32.
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4. llmu yang diterapkan dan membedakan penyelidikan dinas umum dalamarti

yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alatyang

menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja

Dep

lembaga-lembaga njalant n fungsinya K" mencapai tujuan
negara. Def

(lembaga i

publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan

menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok

pemerintah menurut Rasyid antara lain adalah sebagai berikut®®;

AR
Ibid.
?Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (llmu Pemerintahan Baru), Jakarta, Rineka Cipta. Hal.180.
Muhammad. Ryaas .Rasyid. 2000. Makna Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan
Kepemimpinan, Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
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Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan
menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar
masyarakat,menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat
dapatberlangsung, secara damai.

Peraturansyang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan
statusapapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam
bidangyang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga Non pemerintah, atau
akanlebih baik dikerjakan:aleh pemerintah.

Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

g. Menerapkan kebljakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan

hidup:

Ndraha - mendefinisikan pengertian pemerintahan adalah organ yang

berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap

orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat

yang bersangkutan pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah®*.

Pemerintahan berasal~ dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata

“perintah tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung,

kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang,

dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong  Pemerintan.mesti- memiliki kekuasaan militer,

Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias

Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.?

Menurut Ndraha lImu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang

mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungai kebutuhan dan tuntutan tiap

2hid.

C. F. Strong Dalam Inu. Kencana. Syafiie. 2011 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT.
Rineka Cipta.
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orang akan jasa publik dan layanan civil.©> Menurut Syafiie ilmu pemerintahan

adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksnakan koordinasi dan

kemampuan memimpin bidang legislasi,eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan

memiliki
tersebut.?®
pusat maupun

daerah mempunyai i 3 ggali berbagai

pelayanan, ba | g ] ik, pembangunan

dan dan

sebagai proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melakukan penyediaan

public goods dan services, lebih lanjut ditegaskan apabila dilihat dari aspek

%QOpcit. Hal. 16, Ndraha, 2011. Hal. 7

?’Opcit. 8

28 Budiardjo. Miriam.2010. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
2Syafhendry,.Jurnal ilmu-ilmu sosial, VOI 1 No. 2:261-262, 2008, Pekanbaru
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fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi
secara efektif dan efisien dalam upaya yang telah digariskan atau sebaliknya.*

Unsur utama (domains) yang dilibatkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan (governance) menurut UNDP..dalam dalam-Administrasi Negara
terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni :

1. The state pada masa yangc-akan: datang imempunyal tugas penting yakni
menciptakan lingkungan politik guna mewujudkan pembangunan manusia
yang berkelanjutan, sekaligus meredefinisi peran pemerintah dalam integrasi
sosial ~ekonomi, melindungi lingkungan, kemiskinan, menyediakan
infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat
finansial dan kapasitas administarsi Pemerintah Daerah. Disamping itu
pemerintah perlu memperdayakan masyarakat yang menghendaki pemberian
layanan, penyediaan kesempatan yang sama secara ekonomi dan politik.
Pemberdayaan tersebut akan terwujud apabila diciptakan suatu lingkuangan
yang kondusif dengan sistem dan fungsi yang berjalan sesuai dengan
peraturan yang jelas.

2. The Private sektor akan memiliki peranan penting karena lebih berorientasi
kepada pendekatan pasar dalam pembangunan ekonomi serta berkaitan dengan
penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa (good and services)
dalam lingkungan “yang kondusif untuk melakukan aktifitasnya dengan
lingkup kerja“incentives dan rewards”secara ekonomi bagi individu dan
organisasi yang memiliki kinerja baik.

3. Civil Sosciety Organizations merupakan wadah yang mempfasiliitasi interksi
sosial dan politik yang dapat memobilisasi berbagai kelompok di dalam
masyarakat untuk terlibat dalam aktifitas sosial, ekonomi dan politik sekaligus
melakukan chek and balances kekuasaan pemerintah dan memberikan

konstribusi yang memperkuat unsur (komponen) lainnya. Civil sosiety juga

% embaga Administarasi Negara (LAN), Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jakarta,2000, hal. 1
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merupakan penyalur partisipasi masyarakat dalam aktifitas sosial dan ekonomi
kemudian mengorganisir mereka kedalam suatu kelompok yang potensial
yang memonitor lingkungan, kelangkaan akan sumber, dan kekejaman sosial
lalu memberikan kg

stribusi terhadap pembangunan melalui distribusi yang

(governanc

Hub

2000 : 6

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahawa wujud dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta
efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif
diantara ketiga domain (State, Private, and Society) sebagaimana dikemukakan

diatas.

i, Hal. 6
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Menurut Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk
menjaga system ketertiban dimana masyarakattt bisa menjalani kehidupan secara
wajar.*> Menurut Syafiie pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur
yaitu kedua pihak terkandung;-kedua pihak.tersebut saling. memiliki hubungan,
pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintan memiliki
ketaatan.®® Menurut Sumaryadi, dalai=Rahyunir, secara umum pemerintah dapat
didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat
dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah
merupakan sebuah organisasi-organisasi yang memiliki :

1. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik

2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik

3. Apparatus yang merupakan..badan pemerintahan yang berfungsi dan
menjalankan kekuasaan

4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani
perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas
kekuasaan yang sah.**

Menurut Yusri -Munaf Lembaga negara muncul dari mengejawantahkan
konsep trias politica sebagal representasi pembagian kekuasaan, sebagai contoh di
Negara Indonesia kekuasaan eksecutif di implementasikan dalam bentuk lembaga
negara yang disebut sebagai lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh seorang

Presiden, kekuasaan legislatif di implementasikan dalam bentuk lembaga Negara

yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), kekuasaan Yudikatif

%2Rasyid. dalam Labolo 2011. Hal. 19

%0p. Cit. Syafiie. 2011. Hal. 20

*Rauf Rahyunir, dan Yusri Munaf. 2015. Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia. Zanafa
Publishing. Pekanbaru. halaman 27-28



33

diimplementasikan pula dalam bentuk lembaga Negara yang dapat disebut dengan
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), hubungan antar
lembaga Negara tersebut akan membentuk sistem Pemerintahan.*®

Pemerintahan dalam paradigma lama.memiliki objek material Negara
sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam.paradigma
baru pemerintahan dipandang.memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga
pemerintahan dimaknai Sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat
dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara
sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga
berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada
Nagara tersebut:*®
2. Organisasi Pemerintahan

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam
pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh
kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi
pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
(Good Governance) akan' terwujud, Sebaliknya kelemahan kepemimpinan
merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja kelembagaan di Indonesia.*’

Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang
pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-

unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan

*Munaf, Yusri, 2014, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Pekanbaru,Marpoyan Tujuh, hal. 7
%*Munaf, Yusri, 2016, Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru,Marpoyan Tujuh, hal. 47

¥Istianto, Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik. Jakarta
: Mitra Wacana Media. Hal. 2.



34

organisasi yang di inginkan sehingga menghasilkan Kkinerja pegawai yang
maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja
seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kepemimpinan
yang ada di Indonesia. membutuhkan kepemimpinan yang baik sehingga
Indonesiadapat menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang
ada di wilayah tersebut.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi harus senantiasa
mengevaluasi-kinerjanya, melakukan perbaikan, agar tetap berkembang dan dapat
bersaing. Perbaikan ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Tujuannya
adalah agar organisasi itu semakin berkembang, dapat bersaing dan minimal dapat
mempertahankan kualitas yang sulit diprediksi. Salah satu strategi untuk
memperbaiki dan memaksimalkan kinerja organisasi adalah pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah organisasi ditujukan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi
organisasi.

Sedarmayanti mengungkapkan bahwa perilaku organisasi terdiri atas dua
aspek yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap
organisasi.® Pemerintahan daerah organisasi berarti juga proses merubah,
memperluas atau memperkecil organisasi sesuai Vvisi, misi, tujuan dan sasaran
yang akan dicapai oleh organisasi agar memberikan kontribusi positif bagi publik
maupun customers sehingga kepuasan masyarakat dan pelanggan (public and
customers satisfaction) yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan public

service dapat terpenuhi. Perubahan organisasi merupakan beralihnya kondisi

% Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Pertama Edisi
Revisi. Bandung: CV Mandar Maju
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organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju kondisi masa yang akan datang
yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya.

Sedarmayanti menguraikan bahwa pemerintahan daerah organisasi dalam

dipandang sebagai suatu p

(unfreezing), fase perubahan (changing) dan fase pembekuan kembali
(refreezing).®® Fase | merupakan tahapan dimana orang mempersiapkan sebuah
situasi untuk perubahan. Fase Il adalah mencakup tindakan modifikasi tugas-
tugas, struktur, teknologi serta personil. Sedang fase Ill adalah upaya

menstabilkan perubahan untuk memelihara perilaku individu dan organisasi.

* Winardi. J. 2008. Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen. Penerbit PT. Raja Grafindo
Indonesia. Jakarta. Hal. 4 & 9.
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Dalam melakukan perubahan organisasi terdapat 3 cara untuk mencapai hasil
secara tepat.

Cara tersebut adalah reengineering, pemerintahan daerah, dan inovasi.
Reengineering mencakup upaya.untuk memikirkan kembali-dan mendesain proses
bisnis guna meningkatkan efektivitas organisasi. Kegiatan ini -merupakan
penataan ulang secara fundamental untuk-mendapatkan perbaikan kinerja seperti
biaya, kualitas, dan pelayanan. Kegiatan reengineering. dilakukan terhadap hal
yang bersifat - mendasar. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan
yang bersifat terobosan baru yang berorientasi pada masa depan. Olehnya itu,
dilakukan perubahan visi, misi, tujuan organisasi Serta operasional organisasi.
Pemerintahan daerah organisasi dapat berarti sempit dan dapat pula secara luas.

Kinerja yang optimal dapat tercapai dengan dukungan personil dan prestasi
kelompok. Selanjutnya kerjasama operasional diharapkan dapat lebih harmonis
dan situasi kerja akan lebih kondusif. Pemerintahan daerah juga menyangkut
pendelegasian wewenang atau penataan kembali struktur organisasi sehingga
organisasi menjadi responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Inovasi
merupakan suatu proses dimana organisasi memanfaatkan keterampilan dan
sumber daya mereka untuk mengembangkan barang-barang dan jasa baru, atau
untuk mengembangkan produk dan sistem pengoperasian baru, hingga dengan
demikian mereka lebih baik dapat bereaksi terhadap kebutuhan pelanggan mereka.
3. Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

Jatuhnya orde baru pada tahun 1998 berimplikasi pada di amandemennya

Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan dampak sangat luas kepada
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kelembagaan negara,®® perubahan itu memberikan dampak pada tatanan
pemerintah baik pusat dan daerah.

Hal itu membuat perubahan yang tadinya sentralistis, menjadi desentralisasi
dan kepadla daerah diberikan.hak untuk melaksanakan otonomi daerah yang
seluas-luasnya.** Sehingga eksistensi peraturan daerah (dan produk hukum daerah
lainnya) menjadi isu sentral,*>-@tonorii /daerah dilaksanakan dalam rangka agar
daerah kabupaten/kota dapat mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai
dengan kepentingan dan potensi pada masing-masing daerah sehingga diharapkan
diberikan kewenangan yang luas ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

Karenanya diharapkan kepada alat administrasi negara.di daerah dituntut
supaya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan profesional,
agar tidak merugikan warga, masyarakat yang dilayaninya. Hal ini dikarenakan
pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya layanan perizinan investasi
menjadi tugas pokok pemerintah di dalam negara hukum modern (welfare state).
Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik  dan profesional tersebut
diperlukan perangkat dalam bentuk produkshukum daerah yang di dalamnya telah
merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Di dalam negara hukum modern termasuk negara Indonesia, asas-asas

“*Titik Tri Wulan Tutik, “Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan
UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan”, artikel dalam Jurnal
Hukum 1US QUIA IUSTUM, No. 1 Vol. 20 Januari 2013, Hal. 2.

“pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) Amendemen UUD 1945, Lihat juga Agussalim Andi Gadjong,
“Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Dasar Hukum
Negara”, artikel dalam Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 41 No. 1 Januari 2011, Hal. 165.

*Anis Ibrahim, “ Pelembagaan Prinsip Dasar Demokrasi Dalam Legislasi Peraturan Daerah Jawa
Timur”, Artikel Dalam Jurnal Hukum 1US QUIA IUSTUM, Vol. 19, No. 3 Juli 2012, Hal. 364.
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umum pemerintahan yang baik diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi alat
administrasi negara untuk mencapai tujuan negara. Asas-asas umum pemerintahan
yang baik awalnya merupakan nilai-nilai etik yang telah berkembang dalam
masyarakat tersebut*® harus dipatuhi oleh aparatipemerintah-pusat dan pemerintah
daerah Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh alat
administrasi negara tidak merugikan /warga negara. Asas-asas pemerintahan yang
baik merupakan nilai etik yang berkembang dalam hukum administrasi negara
yang berfungsi untuk mencegah perselisihan kepentingan antara badan atau
pejabat tata usaha negara dan dipakai sebagai pedoman bagi badan atau pejabat
tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu penetapan/keputusan (beschikking).**
Selanjutnya menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan dprd dibantu
oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada
asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

a. Kepastian. Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam
setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Tertib Penyelenggara Negara, tertib penyelenggara negara merupakan
asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan

dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Kepentingan Umum, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

®Eny Kusdarini, Sunarso, dan Setiati Widihastuti, “Pengembangan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang baik Melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta”, artikel dalam Jurnal
Penelitian Humaniora Vol. 21 No. 1 April 2016, Hal. 23.

*Soehartono, “Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian
Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara”, artikel dalam
Yustisia Vol. 1, No. 2 Mei — Agustus 2012, Hal. 185.
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d. Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimnatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

e. Proporsionalitas;.asas proporsionalitas adalahsasas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari  kegiatan penyelenggara . negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagali
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

h. Efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber
daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang
terbaik.

i. Efektivitas, asas yang- berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan
berdaya guna.

J. Keadilan, asas keadilan adalah bahwa setiap® tindakan dalam
penyelenggaraan . negara/\ harus's, 'mencerminkan.« keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara.*

4. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah
pusat selanjutnya disebut presiden. republik-indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara republik indonesia. Sebagai mana yang dimaksud Undang-
undang dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

*Loc. Cit. HIm. 3
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seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UUD 19454

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

=

Penyelenggaraan urusan Pemerintaha.

2. Diselenggarakan eleh unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan.

Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Dengan mendasarkan pelaksanaanya pada Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

o s

Secara _umum pemerintahan dapat diartikan sebagai  kegiatan
penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi
segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memabilisasi semua
sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan
Negara ataupun Negara lain.. Pemerintahan ini smenyangkut kekuasaan dalam
bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif."’

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa asas.

Adapun asas-asas tersebut meliputi :

1. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur
dan mengurus sendiri dan ‘menyelenggarakan urusan kepentingannya
berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Asas

otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :

a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem NKRI.

“Loc. Cit. HIm.3
*"Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, him.61
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b. Asas dekonsentrali adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada
isnstansi vertikal diwilayah tertentu (pasal 1 dan 8).*®

2. Asas tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari pemerintah
kepada daerah/keta dan-atau desa dipemerintah” kabupaten/ kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun hal-hal. yang dapat
dilaksanakan dengan tugas pembantuan ini adalah :

a. Urusan tersebutberakibatlangsung kepada masyarakat.
b. Urusan yang secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan
masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.

3. Urusan yang meningkatkan efesiensi dan efektif pelayanan yang langsung
memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak

memerlukan keseragaman nasional.*®

5. Konsep Manajemen Pemerintahan
Menurut Syafiie, manajemen adalah pengendalian dan' pemanfaatan dari
pada semua faktor.serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan
untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.*
Menurut Manullang, manajemen adalah fungsi untuk .mencapai sesuatu kegiatan
orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.>
Terry  mendefinisikan  manajemen dalam  bukunya Principles  of

Management yaitu :

*pasal 1 angka 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Ibid, angka 9.

%%Kencana. Inu. 2008. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta : PT.
Bumi Aksara. him. 268.

*'Manulang. M. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
Yogyakarta. him. 42
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“Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni

demmi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dari definisic Terry itulah.kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya.
Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry®?:

a. Perencanaan (planning)-yaitu-sebagai,dasar pemikiran dari tujuan dan
penyusunan langkah-langkah yang akan dipakal untuk mencapai tujuan.
Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan,
memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan
merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksuud untuk
mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan
orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan
keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. Penggerakan (actuating) . yaitu untuk. menggerakan organisasi agar
berjalan sesuai dengan pembagian Kkerja masing-masing serta
menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar
pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan hisa berjalan sesuai rencana dan
bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari
organisasi. ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta
mengawasipenggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai
secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Hakikat dari fungsi manajemen ‘dari Terry adalah apa yang direncakan, itu

yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin
agar dalam proses pelaksanaanya bisa berjalan dengan baik serta segala

kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya

rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai.

S2Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001.Dasar-dasar Manajemen, PT. Bumi Aksara.Jakarta,
him 9.
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6. Konsep Kecamatan
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai
Kepala wilayah. Pembentukan-kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.™
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, Kecamatan ialah :
a. Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan —dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik,

dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Kecamatan sebagaimana dimaksud  dibentuk dengan perda
Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

c. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan yang
telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD
kabupaten/kota disampaikan kepada Mentri- melalui Gubernur sebagai
Wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan persetujuan.>*

Pemerintah Kecamatan, merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai
peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang
kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tomak dalam pelaksanaan tugas-tugas
umum pemerintahan Serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh
Bupati/Walikota untuk dilaksanakan “dalam.wilayah kecamatan. Namun tugas
tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah
seperti pada waktu lalu.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang

diselenggarakan oleh Camat, meliputi :

5Hanif . Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo,
Jakarta..
> Op. Cit. HIm.3
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Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;

. Mengkoordinasikan pemeliharaan.prasarana dan, fasilitas pelayanan

umum;
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
kecamatan;

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
Melaksanakan .spelayanan masyarakat” yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa/kelurahan.

Selantutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal

21 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala

pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi :

a.

Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
desa dan Kepala Desa.

. Memberi Bimbingan,-Supervisi,: Fasilitasi dan Konsultasi pelaksanaan

Administrasi desa dan Kepala Desa.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa.
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala
Desa.

Melakukan “evaluasi penyelenggarakan pemerintahan desa atau Kepala
Desa ditingkat kecamatan.

Melaporkan pelaksanaan_pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada bupati
atau walikota.

Fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang

dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui Pemberian

Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, Arahan, dan Supervisi. Sebagai unsur pelaksana,

aparatur pemerintah daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses

penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan
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bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daaerah sangat tergantung pada
kemampuan aparaturnya. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Camat adalah perangkat..daerah kabupaten/kota bukan sebagai kepala
wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain
menjalankan .tugas umum_..pemerintahan, s camat juga menjalankan tugas
kewenangan yang diberikan oleh bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif
membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya untuk menjabarkan
mengenai tugas Camat yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 Tentang Kecamatan, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang mana pada pasal 10
menjelaskan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :>°

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai
dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan
urusan pemerintahan umum.

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

a. partisipasi masyarakat dalam forum . musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;

b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh Pemerintah danswasta di wilayah kerja Kecamatan;

c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
Kecamatan kepada bupati/wali kota.

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
meliputi:

a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
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c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada
bupati/wali kota.

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, meliputi:

a. sinergitas dengan perangkat daerah yang-tugas dan fungsinya di bidang
penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan

b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota,;

5. Mengoordinasikan ‘pemeliharaan prasarana dan /sarana pelayanan umum,
meliputi:

a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang
terkait;
b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang
melibatkan pihak swasta; dan
c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan. pemerintahan di tingkat

Kecamatan, meliputi :

a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan
instansi terkait;

b. efektivitas penyelenggaraan ' pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
kegiatan vertikal kegiatan;

c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
kepada bupati/wali kota.

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

8. Melaksanakan urusan pemerintahan Yyang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya;

c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
Kecamatan; dan

d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
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9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat

pada ayat liri atas p : 10Npe an. Pelayanan

perizinan d

(3) dilakukan

melalui pelayanar i gan Kkriteria:

7. Pembinaan

e
Tq
q.‘

Pembinaan merupakan

\\‘

atan yang meliputi perencanaan,
pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu
mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai
prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai
suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam Buku Pembinaan

Militer Departemen HANKAM disebutkan, bahwa pembinaan adalah:
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“Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang,
waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk

pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang

pendapat

mendefinisik

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya
yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang

dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

*® Musanef. 1991. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta, CV Haji Masagung, Hal. 11.
*"Thoha. Miftah. 1997. Pembinaan Organisasi (Proses Dianogsa dan Intervensi), Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada. Hal 16-17.
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“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan,

penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta

pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.>®

Pembinaan.merupakan tugas yang terus menerus di.dalam pengambilan
keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan
bertindak sebagai pemimpin_dalam suatu-organisasi atau lembaga. Usaha-usaha
pembinaan merupakan “persoalan yang normatif yakni._menjelaskan mengenai
bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya
pegawai-pegawal yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

a. Memupuk kesetiaan-dan ketaatan.

b. Meningkatkan adanya+ rasal[“pengabdian rasa.. tanggung jawab,

kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.

c. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.

d. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan
berwibawa.

e. Memperbesar kemampuan dan kehidupan. pegawai melalui proses
pendidikan dan‘latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
organisasi (wadah yang ditentukan).

Karakteristik Pembinaan Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah
Thoha dalam bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasikan karakteristik
pembinaan, yaitu :

a. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses

organisasi dibandingkan dengan isi yang subtantif.

b. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk
mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.

*%0p. Cit. Musanef. Hal. 11
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c. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya
kerja tim.
d. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem
keseluruhan.
€. Mempergunakan model “action research”.
n._ahli-ahli perilaku sebagaiwagen pembaharuan atau

pengembanga a @uran yang dapat

membedakan a pembinaa ) 00 an dan pembinaan

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.®

Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Bab I Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  Menurut Deddy  Supriyadi

%% A.S. Moenir. 2003. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta. Aksara. Hal 219
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Beratakusumah, Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dan perangkat Desa. Istil ah Kepala Desa dapat di sesuaikan
dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. la dipilih langsung oleh penduduk
desa dari calon yang memenuhi.syarat.

Sedangkan menurut Yuliati, Desa adalah tempat asal, tempat tinggal negara
asal, atau tanah leluhur yang-merajuk pada; kesatuan hidup, dengan kesatuan
Norma, serta memiliki batas yang jelas.®®

Sedangkan menurut Tjenreng pemerintahan merupakan kumpulan dari pada
kegiatan yang di selenggarakan oleh organisasi, Badan, lembaga atau pejabat
negara yang telah di tetapkan dan dilakukan untuk kepentingan umum.®*

Selain itu-pengertian pemerintahan menurut Manan dan.Magnar dalam arti
luas pemerintahan adalah semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya
terdiri dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan‘Yudikatif atau alat-
alat kelengkapan negara lain yang bertindak uantuk dan atas nama negara. Dalam
pengertian sempit pemerintahan adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah)
menyatakan bahwa karena“organisasi, pemerintah Desa semakin hari ternyata
semakin tidak mampu untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik,
maka terjadilah suatu pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang berada pada
kategori’relatif lambat”, bahkan disana sini terjadi kemandegan dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan desa.

%%y uliati, 2003. Pemerintahan Desa, Raja Grafindo, hal : 24
®1Tjenreng. Bahadrudin. 2002. Pengantar llmu Pemerintahan. Jakarta. CV Armaco. Hal 1
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Untuk melakukan berbagai bentuk dari perubahan sosial di desa, maka
masyarakat desa hanya seringkali bersifat menunggu aluran tangan dari luar desa,

bukan hasil inisiatif yang datang dari kesatuan masyarakat hukum itu sendiri.

permusya : am n ! gan masyarkat
setempat a 1 : @ang diakui dan
dihormati d

Dalam ayat (7) pasal (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

62 Rauf Rahyunir dan Maulidiah Sri. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru. Nusa Media. Hlm. 22.
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Tabel 11.1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul Tugas Camat
Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan

Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018
N|  Nama Judul Fokus Kajian Hasil
0
1| Nicko Peran Penelitian ~ ini . lebih | Dalam hal membina
Saputra Camat memfokuskan pada | penyelenggaraan
Dalam peran camat dalam | Pemerintahan Desa
Universitas | Pembinaan | memberikan pembinaan | mengalami hambatan-
Riau Penyelengg! ‘|-kepda desa harapan/baru | hambatan .yaitu kurangnya
Jom FISIP. | araan Mandau kabupaten’|’'sumber ~_daya  manusia
Vol. 1 No. | Pemerintah | bengkalis.  pembinaan | aparatur Desa dan kurang
2 Oktober | an Desa Di | tersebut yakni : anggaran dalam pelaksanaan
2014 Desa 1.Memberi bimbingan, | pembinaan, namun Camat
Harapan suervisi, fasilitasi dan [ juga mendapat dukungan
Baru konsultasi pelaksanaan | dalam meningkatkan disiplin
Kecamatan | administrasi desa dan | kerja aparatur Jom FISIP
Mandau kepala desa Vol. 1 No. 2 Oktober 2014
Kabupaten | 2.pembinaan dan | 10 Desa yaitu dengan adanya
Bengkalis | pengawasan  terhadap | semangat yang tinggi dari
Tahun 2012 | kepala desa atau desa aparatur Desa dalam
3.pembinaan dan | mengikuti kegiatan
pngawasan terhadap | pembinaan yang dilakukan
perangkat atau kepala | dan juga adanya dukungan
desa dari aparatur Desa kepada
pihak Kecamatan  untuk
selalu.- melakukan kegiatan
pembinaan dalam rangka
meningkatkan disiplin kerja
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang ada
di Desa Harapan Baru.
2| Syafhendry | Evaluasi Tujuan  Penelitian ini | Hasil pembahasan yang telah
Rusli. Tugas adalah untuk | dilakukan maka dapat ditarik
Delpi Camat mengetahui peran camat | kesimpulan  antara  lain
Susanti. Dalam dalam pembinaan dan | adalah Evaluasi Tugas
Membina pengawasn Camat dalam  Membina
Jurnal IlImu | Penyelengg | Pemerintahan Desa di | Penyelenggaraan
Pemerintah | araan Kecamatan Tenga | Pemerintahan Desa  di
an UIR. Pemerintah | khususnya di  desa | Kecamatan Rokan IV Koto
an Desa Di | pakuure | dan desa | Kabupaten Rokan Hulu
Kecamatan | boyong atas Metode | dengan 6 indikator penilaian
Rokan Iv penelitian ini adalah | yaitu : Efisiensi, Efektivitas,
Koto penelitian deskriptif | Responsivitas, Supervisi,
Kabupaten | kualitatif. Penelitian | Konsultasi Pelaksanaan
Rokan deskriptif kualitatif | Urusan Pemerintah, maka
Hulu merupakan  penelitian | dapat dikategorikan Cukup

yang bertujuan untuk

Baik. Berdasarkan item
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menggambarkan dan
mendeskripsikan

peristiwa maupun
fenomena yang terjadi di
lapangan. Pengumpulan
data dilakukan dengan

suatu sistim
pemerintahan yang

tertib dan efektif sangat
bergantung pada

aparatur pemerintah

tersebut, peran camat

sebagai perangkat
daerah  tertinggi  di

kecamatan sangat

diperlukan dalam hal
ini, yakni memberikan
pembinaan.

pengamatan observasi
hambatan yang dihadapi
dalam pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan desa adalah
dana untuk
kegiatan

pembinaan

dibina
Kecamatan
oto Kabupaten
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Aminnullah | Peran Penelitian ini bertujuan | Hasil penelitian ini
Camat untuk mengetahui Peran | menunjukan bahwa peran
Program Dalam Camat dalam | Camat dalam meningkatkan
Magister Meningkat | Meningkatkan Kinerja | kinerja aparatur desa di
lImu kan Kinerja | Aparatur Desa  di | Kecamatan Rangsang Pesisir
Administra | Aparatur Kecamatan  Rangsang | KabupatenKepulauan
si Fakultas | Desa Pesisir Kabupaten | Meranti secara umum sudah
IImu Sosial Kepulauan Meranti dan | dilaksanakan sesuai dengan
dan  limu faktor-faktor yang | tugas pokok, fungsi dan
Politik mempengaruhinya. wewenang camat dalam
Universitas Metode yang digunakan | menjalankan pemerintahan.
Riau. dalam . penglitian, , ini
Jurnal llmu adalah metode diskriptif
Administra kualitatif. Informan
si Negara, penelitian adalah Camat,
Volume 13, Sekcam, Kades, Sekdes
Nomor = 2, dan  Aparatur Desa.
Januari Teknik pegumpulan data
2015: 133- adalah melalui
140 wawancara,  observasi
dan dokumentasi.
Teknik analisis data
dalam penelitian  ini
mengunakan model
penelitian kualitatif
yang terdiri dari reduksi
data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
Melta Peran Penelitian ini membahas | Hasil penelitian ini
Indah Camat peran Camat sebagai | menyarankan agar Bupati
Nurhayati Sebagai fasilitator dalam | Belitung Timur menerbitkan
Fasilitator | penyusunan Laporan | peraturan bupati  yang
http://journ | Dalam Penyelenggaraan mengatur  dengan  jelas
al.fh.unsri.a | Penyusuna | Pemerintahan Desa | bentuk dan batasan peran
c.id/index.p | n Laporan | (LPPDes) Jangkar Asam | fasilitasi yang harus
hp/simburc | Penyelengg | Akhir Tahun Anggaran | dilakukan  oleh  Camat
ahaya/articl | araan 2015. Melalui | Gantung terhadap
e/download | Pemerintah | pendekatan kualitatif | penyusunan LPPDes akhir
[325/174 an Desa | dan  tipe  penelitian | tahun anggaran pada desa di
Jangkar deskriptif, penelitian ini | wilayah tempat ditugaskan.
Asam bertujuan Dalam hal meningkatkan
menggambarkan peran | peran dan  keterampilan

seorang Camat Gantung
sebagai fasilitator dalam
penyusunan LPPDes
Jangkar Asam  Akhir
Tahun Anggaran 2015.

fasilitatif mengorganisir dan
pemberian dukungan, Camat
Gantung dan staf nya perlu
meningkatkan ~ kompetensi
mereka dengan mengikuti
pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis dan



http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/325/174
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/325/174
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/325/174
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/325/174
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/325/174
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/325/174
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/325/174
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workshop khusus mengenai
community workerserta
bekerjasama dengan
community worker lainnya
di Desa Jangkar Asam untuk
mendampingi  Pemerintah

a Jangkar Asam.Untuk
dan  keterampilan

animasi  sosial,
mber daya
serta

perlu
interaksi

[ 1 O¢ \/
] pemerintah  Desa
’ 5 sam melalui
3 seperti
dxr & dan
arah serta pertemuan

mal eperti konsultasi
1Si perorangan

Jein enelitian ini

Riwune bahwa peran

Laira m meningkatkan

N Jaratur  desa di

Program d p #f Rangsang Pesisir
Magister -. s patenKepulauan

abupater ecara umum sudah

, fungsi dan
Ilmu Sosial ena camat dalam
dan  llmu Sa Je ankan pemerintahan.
Politik eme
Universitas
Riau,
Kampus
Bina Widya | Kepulauan
Talaud)
Teknik pegumpulan data
adalah melalui
wawancara,  observasi
dan dokumentasi.

Teknik analisis data
dalam penelitian ini
mengunakan model
penelitian kualitatif
yang terdiri dari reduksi
data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
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C. Kerangka Pemikiran

Jika pembinaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan
sesuai tupoksi Camat maka kepala desa akan mampu dengan
baik melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Gambar. 11.2: Kerangka Pmikiran

57
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D. Konsep Operasional

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan_dengan prinsip otonomi_seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah kepala ,daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerahsyang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah:' yang berwenang  untuk smengatur dan .mengurus urusan
pemerintahan, - kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
daerah kabupaten/kota.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

E. Operasional Variabel

Tabel. 11.2. Tugas

dilakukan
suatu peke [ G pembinaan
yang harus harus | gdan pengawasan
dikerjakan erintahan desa
seseorang dalam kepala desa
pekerjaann ’
karena pekerjaa ‘bﬂ' 1 saja kendala
tersebut tela ] ang di alami
menjadi tang C '__'_ 3 ait pemberian

W,

". laksanaan

menyebabkan
kurang optimalnya
tugas Camat
dalam melakukan
pembinaan
pengelolaan
keuangan desa
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Satu satu faktor yang akan.sangat menentukan penelitian itu berhasil adalah
bagaimana menentukan metode yang tepat dalam sebuah penelitian. metode
penelitian digunakan sebagai .cara; bagaimana, mengumpulkan dan mengelolah
data dengan benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam suatu
penelitian harus tepat. Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan,
penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan
data deskriptif-berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk
deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui
pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses
penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu
fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu
gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandagan responden
dan melakukan studi pada situasi yang alami.®® Beberapa ahli metodologi
mendefinisikan metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan
sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam

kawasannya sendirii dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam

%%|skandar. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif).
Jakarta: Gaung Persada Press (GP Press). hal. 11.
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bahasanya dan dalam peristilahannya.* metode kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

engan  cakupan
wilayah beberapa des sa Bakong, e: 1 Kuala a Sungai Buluh

Kabupaten g asi ini dikarenakan

berada di wilayahnya tersebut. Apakah dalam konteks pembinaan tersebut Camat
telah melakukan tugasnya secara kompeten atau tidak sehingga nantinya akan

diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

% Moleong. L.J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung. Hal : 3
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C. Penentuan Informan

62

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan beberapa informan sebagai

sumber informasi dalam menemukan fakta yang sebenarnya terjadi terkaid judul

penelitian ini, u milih amat, Kepala Seksi
Pemeri kep Barat
sebagai i Iﬂlp{ﬁnf@mﬁﬂg sa yakni peneliti
\) Riq
memilih ga sg,/ Kuala Raya
beserta Se 3 Buluh beserta
Sekretarisnya. of uhnya berjumlah 9
orang. =
Tabel.l11.1 f 2 'rfie'n e Pembinaan
elolaan Keuan ingkep Barat
Li

No nfor lah

1 | Camat Si rang

2 | Sekreta ar orang

3 | Kepala orang

dan Kete

4 | Kepala De 1 orang

5 | Sekretaris De 0 1 orang

6 | Kepala Desa Kua 1 orang

7 | Sekretaris Desa Kuala 1 orang

8 | Kepala Desa Sungai Buluh 1 orang

9 | Sekretaris Desa Sungai Buluh lorang

Total 9 orang Informan

Sumber : Olahan Penelian
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D. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang

bkumentasi di
, Kantor Desa

. serta akan di

peneliti

E. Teknik

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat
menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari
segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat
dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi

dan gabungan keempatnya.®®

% Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta. Bandung. Hal. 137.
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1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Dalam

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam.®®

% Abu Ahmadi dan Cholid Narbuko, 2009. Metodologi Penelitian, Jakarta, PT Bumi Aksara,
HIm.70

% Moleong Metode. Hal. 135.

®8 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta. Bandung. Hal. 231.
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3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu

laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-

instrumen.
dokumen

resmi yang
F. Teknik

a alur kegiatan

dengan rumusan masala pahas.Setelah mengelompokkan data
berdasarkan Kkarakteristik, kemudian memilih beberapa informan yang
berbeda mengenai budaya membaca di kalangan mahasiswa Jurusan
Sosiologi Fisip Unila Non Regular Angkatan 2007. Hal ini dimanfaatkan
peneliti untuk memperdalam kajian serta memperoleh informasi yang
bervariasi.

b. Melakukan analisis secara kualitatif, untuk memberikan gambaran yang
detail dan mendalam dari persepsi mahasiswa Fakultas IImu Sosial dan
IImu Politik Universitas Lampung.

% Op. Cit. Moleong Lexy .J. Hal. 208.
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c. Melakukan penggabungan kajian pustaka, data dari pengalaman
informan, dan kenyatan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan wawasan yang bersifat umum terhadap analisis ini.

2. Display Data

Yaitu penyajiar in yang memberikan

‘ m h'&‘qm“ H@‘@ indakan yang

STTAS ISL4
ﬁ\\“?‘ “2

‘\\\\\\\\\\‘\‘@‘

%
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G. Jadwal Penelitian

Tabel 111.2 : Jadwal Penelitian Tentang Tugas Camat Dalam Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat
Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018

No Jenis Bulan/ Ming
Kegiatan
Juni Juli
2019 2019
2/3/4/1/2|3
1 | Persiapan
dan
Penyusuna
n Usulan
Persiapan
2 Seminar
Usulan
Penelitian
3 Revisi
4 Penelitian
Lapangan
5 | Bimbingan ml ‘r
Tesis
[l *ﬁnJ nﬁﬂ'
6 | Ujian Tesis "’ilﬂﬂ“ﬁ L - X
d
| Al i
7 | Revisi Dan v Jl X X
Pengesaha ' b'
n Tesis . [
8 | Penyeraha X
n Tesis

Catatan : Jadwal penelitian ini

perubahan sesuai dengan kebutuhan peneliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. ldentitas Informan

Kriteria yan
yakni menentuk
karakteristik

dimiliki

memenuhi Kriteria-krite
dipertanggung jawabkan kebenarannya
Tabel IV.1. Daftar informan mengenai Pembinaan Tugas Camat Dalam

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep
Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018

No Nama Jenis | Umur | Pendidikan | Jabatan | Keterangan
Kelamin
1 | Recky Sarman L 35 D.IV llmu Camat Purposive
Timur Pemerintaha Sampling
n
2 | Tedy Andika L 31 D.IV limu | Sekretaris | Purposive
Pemerintaha | Camat Sampling
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n

3 | Dody
Kurniawan

35

S1 limu
Pemerintaha

Kepala
Seksi

Pemerinta
han,
Keamanan

Purposive
Sampling

Purposive
Sampling

Purposive
Sampling

Purposive
Sampling

Purposive
Sampling

Purposive
Sampling

Purposive
Sampling

ini dari aspek jenis kelamin, umur, pendidikan dan jabatan. Jika peneliti analisis

secara sederhana melalui sebuah simulasi dari aspek umur, pendidikan dan

jabatan, informan di dalam penelitian ini rata-rata berumur dari 30-40 tahun itu

artinya secara emosional dapat dikategorikan bahwa seluruh informan telah

memiliki kematangan, kedewasaan dalam berfikir secara logis dalam melakukan

penalaran hal ini ditunjang dengan pendidikan yang dimiliki dari mulai D.IV, S1
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dan SMA. Jika kedua aspek umur dan pendidikan tersebut dihubungkan dengan

jabatan yang diemban tentunya seluruh informan telah memiliki kecakapan,

keahlian dan pengalaman dalam memimpin, mengelola dan mengatur tugas,

. Letak dan Luas Kecamatan Singkep Barat
Kecamatan Singkep Barat terletak antara O derajat 3 menit Lintang Selatan dan
2 derajat 21 menit Lintang Selatan dan antara 104 derajat 22 menit Bujur

Timur dan 105 derajat 02 menit Bujur Timur. Luas wilayah daratan Singkep

Barat mencapai kurang lebih 335,772 Km2. Jumlah pulau yang sudah dihuni
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maupun belum berpenghuni di Singkep Barat mencapai 20 pulau, dengan 1
pulau besar yang dihuni bersama beberapa desa yakni pulau singkep.

3. Batas-Batas Wilayah Kecamatan Singkep Barat
Kecamatan Singkep Barat bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Selayar
dan Kecamatan Lingga, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Singkep
dan Singkep Pesisir, bagian cselatan berbatasan dengan Kecamatan Singkep
Selatan, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kepulauan Posek.

4. Topografi dan Kemiringan Lereng Kecamatan Singkep Barat
Wilayah Kecamatan Singkep Barat memiliki topografi yang bervariasi, dari
datar hingga berbukit dan bergunung. Wilayah dengan topografi datar
umumnya tersebar di bagian Barat terutama pada kawasan pesisir pantai,
sedangkan wilayah berbukit dan bergunung tersebar di bagian Selatan. Tinggi
rata-rata kecamatan Singkep Barat dari atas permukaan-Laut adalah 0 — 7
meter. Bentuk wilayah di Kecamatan Singkep Barat terdiri dari datar sampai
berombak mencapai 15%, berombak sampai berbukit 15% - 40%, serta
berbukit sampai bergunung sekitar 40%.

5. Geologi Kecamatan Singkep Barat
Kecamatan Singkep Barat merupakan bagian dari paparan kontinental yang
terkenal dengan nama Paparan Sunda. Secara geografis daerah Kecamatan
Singkep Barat terbentuk dari batuan pluton yang bersifat asam dengan
singkapan berupa batuan endapan yang berasal dari zaman geologi pratersier
dan trios. Batuan endapan zaman pratersier hampir menyebar di Pulau Singkep

Barat. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Singkep Barat pada umumnya adalah
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podsonik merah kuning, litosol, dan organosol. Lapisan tanahnya berstruktur
remah sampai gumpal, sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat.

6. Hidrologi Kecamatan Singkep Barat

upi oleh vegetasi

awa. Kedalaman

mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.

Kondisi kelautan di perairan laut Kecamatan Singkep Barat banyak
dijumpai habitat laut seperti terumbu karang dan habitat mangrove. Pola arus laut
di Kecamatan Singkep Barat sangat dinamis dan kompleks. Hal ini dipengaruhi
oleh kondisi musim, sehingga kualitas air laut selalu berubah berdasarkan

perubahan musim, termasuk intrusi antara pengaruh arus pasang dan arus musim
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serta faktor-faktor lokal seperti perairan dangkal. Selain itu, hal tersebut juga
dipengaruhi oleh topografi pesisir dan banyaknya pulau-pulau. Dibawah ini akan
peneliti tampilkan melalui tabel mengenai luas wilayah menurut desa/kelurahan di
Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Tabel 1V.2. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep

Barat, 2018
No Desa/Kelurahan Luas (km? Presentase
1 Marok Tua 144,931 42.27
2 Sungai Buluh 15.249 4.54
3 Kuala Raya 18.394 5.48
4 Bakong 30.400 9.05
5 Sungai Harapan 10.905 3.25
6 Jagoh 4.755 1.42
7 Sungai Raya 21.681 6.46
8 Bukit Belah 18.394 5.48
9 Tanjung Irat 16.210 4.83
10 Langkap 17.260 5.14
11 Tinjul 18.220 5.42
12 Raya (Kelurahan) #2373 6.66
Total 385.772 100%

Sumber : Kecamatan Singkep Barat

Keterangan pada tabel diatas menjelaskan mengenai luas wilayah
berdasarkan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat,
yang terdiri dari 11 desa dan.1 kelurahan. Wilayah terluas dimiliki oleh Desa
Marok Tua (141.931 Km?, urutan ke 2 dimiliki oleh Desa Bakong (30.400 Km?),
sedangkan untuk luas wilayah terkecil dimiliki Desa Jagoh (4.755 Km?).

Namun di dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengambil 3 desa saja
untuk dijadikan perbandingan terkait tugas Camat dalam pembinaan pengelolaan
keuangan desa tahun 2017-2018. Desa tersebut adalah Desa Bakong (30.400

Km?), Desa Kuala Raya (18.394Km?) dan Desa Sungai Buluh (15.249 Km?). Poin
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yang perlu diperhatian mengenai luas wilayah yang di miliki masing-masing desa

juga mempengaruhi besaran dana yang dikelolah oleh pemerintah desa yang

berada di Kecamatan Singkep Barat itu artinya semakin kompleks pengelolaan
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Tabel IV.3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa
Bakong Tahun Anggaran 2017

KODE REK ANGGARAN

URAIAN
(Rp)

.264.017,00
86. 856.119,88

. 903.620.291,00
‘l .399.667,00

00

1.578.284.017,00
(15.101.306,88)

15.101.306,88
15.101.306,88

15.101.306,88
0,00

SISA LEBIH/(KURANG)
PERHITUNGAN ANGGARAN

Sumber : Perdes APBDes Bakong Tahun 2017

Data mengenai APBDes yang menerangkan mulai sumber pendapatan
desa yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi
Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di

atas. Begitu juga dengan rincian mengenai belanja desa terdiri dari belanja
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pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga
menerangkan mengenai rincian pembiayaan desa dapat di lihat pada tabel diatas.

Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakong pada tahun 2018

i

6.296.363,00
.754.385,00

1.582.775.349,32
; (103.403.405,00)
3.1 103.403.405,00
3.1.1. 0,00
SELISIH PEMBIAYAAN (a-b) 103.403.405,00

Sumber : Perdes APBDes Bakong Tahun 2018

Data mengenai APBdes yang menerangkan mulai sumber pendapatan
desa yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi
Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di

atas. Begitu juga dengan rincian mengenai belanja desa terdiri dari belanja
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pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga
menerangkan mengenai rincian pembiayaan desa dapat di lihat pada tabel diatas.

Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakong pada tahun 2018

_|
o
o
®
<
-
D
©
>
o
S
)
o
S

735.222,00
| 650.309.617,00

haARIRTY

N F ‘ﬁ
N

|_1534.424.907,.90

213,

<
<z
505.196.460,00
3 878.984.854,00
31 3 144.618.850,00
3.1.1. e Bidang Pemh aan Masyarakat 53.579.800,00
3.2. e Bidang Tak Terduga 00
322 JUMLAH BELANJA 1.582.379.955,00
SURPLUS / (DEFISIT) (71.045.160,61)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 99.165.108,61
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 99.165.108,61
Tahun Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan 28.119.948,00
Pengertian Modal Desa 28.119.948,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 71.045.160,61
SISA LEBIH/(KURANG) 0.00

PERHITUNGAN ANGGARAN '

Sumber : Perdes APBDes Sungai Buluh Tahun 2017
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Data mengenai APBdes yang menerangkan mulai sumber pendapatan

desa yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi

Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di

atas. Begitu ju
pegawai a
meneran
Selanjutn

2018 juga

Tabel IV.

2.1.

3.1

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

men

RTINSy 8L A7
N ’?@%

il e a
t
] =
- J AN
) AT — -
|
e Pk g
Ko
j
o garaan
Pe
e Bidang Pembangunan Desa
e Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
e Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

e Bidang Tak Terduga

n

terdiri dari belanja
a i atas juga
tabel diatas.

h pada tahun

intah Sungai

RAN
p)

70.000,00
70.000,00

.258.100,00
.807.300,00
.509.600,00
8.941.200,00
4.000.000,00

1.431.128.100,00

1.635.690.270,90
542.836.504,90

857.648.026,00
99.037.500,00

136.168.240,00

00

JUMLAH BELANJA

1.431.128.100,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(204.562.170,90)

3.1.1.

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya

204.562.170,90
0,00
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JUMLAH PEMBIAYAAN 204.562.170,90

SISA LEBIH / (KURANG)

PERHITUNGAN ANGGARAN 0.00

Sumber : Perdes APBDes Sungai Buluh Tahun 2018

1.2'2: 7.792.367,00
123 683.924.700,00
124 4.000.000,00
1.469.795.546,00
2. BELANJA
2.1. Belanja Desa
2.1.1. e Bidang Penyelenggaraan 433.020.089,00
Pemerintah Desa
2.1.2. e Bidang Pelaksanaan Pembangunan 917.186.503,00
Desa
213 e Bidang Pembinaan
B Kemasyarakatan 95.413.666,00
e Bidang Pemberdayaan Masyarakat
gig e Bidang Tak Terduga 115'917'303'88
JUMLAH BELANJA 1.561.537.562,00
SURPLUS / (DEFISIT) (91.742.016,00)
8. PEMBIAYAAN
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3.1. Penerimaan Pembiayaan 171.742.016,00
3.1.1. Pengeluaran Pembiayaan 80.000.000,00
SELISIH PEMBIAYAAN (a-b) 91.742.016,00

Sumber : Perdes APBDes Kuala Raya Tahun 2017

Data mengenai APBdes yang menerangkan mulai sumber pendapatan

pegawai, ‘tabel di atas juga

AN

menerangk at pada tabel diatas.

Selanjutny:

juga dapat @

A\ X !

Tabel 1V.8. erintah Desa

g
LA LT

*.4 ;.?

GG
i
-
=4
1.350.596.000,00
o 694.558.800,00
1.2.2. ° 7.237.800,00
1.2.3. e Alokasi D3 644.799.400,00
1.2.5. ° Bantuan Keuangan 4000000,00
Kabupaten/Kota
9 JUMLAH PENDAPATAN 1.352.122.798,00
21 BELANJA
Belanja Desa
2.1.1.
e Bidang Penyelenggaraan 442.056.246,00
2.1.2. Pemerintah Desa
e Bidang Pelaksanaan 785.255.819,00
2.1.3. Pembangunan Desa
e Bidang Pembinaan 110.262.899,00
2.1.4. Kemasyarakatan
e Bidang Pemberdayaan 121.788.823,00
2.15. Masyarakat
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e Bidang Tak Terduga 0,00

JUMLAH BELANJA 1.459.363.787,00

3. SURPLUS / (DEFISIT) (107.240.989,00)
3.1. PEMBIAYAAN

3.1L Penerimaan Pembiayaan 107.240.989,00

Pengeluaran Pembiayaan 0,00

SELISIH PEMBIAYAAN (a-b) 107.240.989,00

Sumber : Perdes APBDes Kuala Raya tahun 2018

Data mengenai APBdes. yang: menerangkan mulai sumber pendapatan
desa yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi
Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di
atas. Begitu juga dengan rincian mengenai belanja-desa terdiri dari belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga
menerangkan mengenai rincian pembiayaan desa dapat di lihat pada tabel diatas.

Pengelolaa keuangan yang benar dan tepat akan membuat penyelenggaraan
pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif, sebaliknya pengelolaan
keuangan desa yang tidak baik dan benar maka akan sangat merugikan desa itu
sendiri karena tidak mampu menggunakan APBDes dengan baik, terlebih lagi
masih banyaknya kasus oknum kepala desa yang menyalagunakan keuangan desa
untuk kepentingan pribadi/kelompok;. hal._ini akan sangat berpengaruh sekali
terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun (IDM), dikembangkan untuk memperkuat upaya
pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, namun IDM ini
akan meningkat apabila pemerintah desa dapat mengelola dan menggunakan
APBDes dengan baik dan tepat. Berkaitan masih banyaknya pengelolaan

keuangan desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat, akan berengaruh pada Index
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Desa Membangun (IDM), untuk itu dibawah ini akan peneliti tampilkan mengenai

data Index Desa Membangun di seluruh desa Kecamatan Singkep Barat.

Tabel 1V.9. Index Desa Membangun (IDM) Kecamatan Singkep Barat

Kabupaten.L ingga 2019

No | Kecamatan | Kode Desa Desa IDM Status
1 Singkep 2104042001 Bakong 0,5938 Tertinggal
Barat

2 - 2104042002 | Kuala Raya.| 10,7840 Maju

3 y 2104042003 | Marok Tua 0,6345 Berkembang
4 - 2104042004 Sungai 0,6581 Berkembang

Buluh
5 3 2104042005 | Sungai Raya | 0,6490 Berkembang
6 - 2104042006 Sungai 0,7211 Maju
Harapan

7 - 2104042007 Jagoh 0,7108 Maju

8 - 2104042008 Tinjul 0,6830 Berkembang
9 3 21004042009 | Langkap 0,5578 Terttinggal
10 - 2104042010 | Tanjung Irat | 0,5546 Tertinggal
11 - 2104042011 | Buk it Bela 0,6351 Tertinggal

Sumber : Kecamatan Singkep:/Barat Tahun 2019
Informasi dari tabel diatas ' menerangkan bahwa dari 11 (sebelas) desayang

ada di Kecamatan Singkep Pesisir, hanya 1 (satu) desa saja yang Inde Desa
Membangun berstatus “Berkembang”, sedangkan 10 (sepuluh) desa lainnya Inde
Desa Membangunnya berstatus “Tertinggal™. Hal ini salah satunya dipengaruhi
pengelolaan dan penggunaan keuangan desa yang tidak baik, alias sering
mengalami keterlambatan pelaporannya, sehingga memberikan dampak pada
seluruh aspek penyelenggaran pemerintahan di desa.

Bila pemerintah desa tidak bisa mengelola keuangan desanya denga b

Informasi selanjutnya akan peneliti sajikan dibawah ini mengenai jarak
tempuh dari ibukota Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan Singkep Barat

berdasarkan jalur darat dan laut, sebagai berikut :
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Tabel 1V.10. Jarak dari Ibukota Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan di
Kecamatan Singkep Barat, 2018

Z
o

Desa/Kelurahan Darat (Km’ Laut (Mil)

Marok Tua 28 -

ONO|OIBDWIN -

Dari [ .. ahui jara jé ada Desa Tanjung
Irat (35 K . . p dan timbul
memiliki j kan untuk jarak
tempuh terde m ) darat,untuk

jarak tempuh

penelitian ini, yakni Desa Bakong amum harus menyebrang laut sejauh
12 Mil, Kuala Raya (7 Km) dan Sungai Buluh (10 Km). Jika dilihat dari jarak
tempuh dari Kecamatan Singkep Barat ke 3 desa tersebut paling jauh adalah Desa
Bakong karena ditempuh malalui jalur darat dan laut, Sedangkan Desa Sungai

Buluh cukup jauh (10 Km) namun dapat ditempuh melalui jalur darat.
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Seharusnya dengan dekatnya jarak Kecamatan Singkep Barat ke Desa Kuala
Raya, Sungai Buluh dapat memudahkan Camat dalam melakukan pembinaan

pengelolaan keuangan desa, karena jarak yang tidak cukup jauh sangat

peneliti  papa Q¢ emak : dalam potensi
desa/kelura : - au K _ya h berpenghuni

maupun ya

Tabel 1V.11 Kecamatan

No Total

1 8

2 7

3 -

4 3

5 -

6 -

7 -

8 Bukit Belah

9 Tanjung Irat 2 2
10 Langkap - - -
11 Tinjul - - -
12 Raya (Kelurahan) - - -

Sumber : Kecamatan Singkep Barat
Informasi diatas menjelaskan secara rinci mengenai jumlah pulau yang ada

di desa/kelurahan di Kecamatan Singkep Barat. Desa Marok Tua memiliki jumlah
pulai berpenghuni terbanyak yakni 8 (delapan) pulau, urutan kedua terdapat pada

Desa Sungai Buluh yaitu 6 pulau yang berpenghuni dan 1 yang belum
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berpenghuni, Desa Bakong memiliki 3 (tiga) pulau berpenghuni dan terakhir Desa
Tanjung irat memiliki 1 (satu) pulai berpenghuni. Sedangkan untuk dessa yang
lainnya tidak memiliki pulau.

Informasi _selanjutnya peneliti sajikan.dibawah ini..mengenai Perkiraan
Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dari Desa/Kelurahan di
Kecamatan Singkep Barat.

Tabel 1VV.12. Perkiraan Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan dan
Kabupaten dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat,

2018
No Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten
(Menit) (Menit)
1 Marok Tua 56 120
2 Sungai Buluh 20 46
3 Kuala Raya 14 62
4 Bakong 52 100
5 Sungai Harapan 10 56
6 Jagoh 32 34
7 Sungai Raya 10 55
8 Bukit Belah 4 62
9 Tanjung Irat 70 136
10 Langkap 34 100
11 Tinjul 34 80
12 Raya (Kelurahan) 2 68

Sumber : Kecamatan Singkep Barat
Informasi diatas menjelaskan mengenai perkiraan waktu tempuh ke ibu kota

Kecamatan dan Kabupaten dart desa/kelurahan. Jarak terjauh terdapat dari Desa
Marok Tua 56 Menit menuju Kecamatan, Kabupaten 120 Menit. Desa Bakong 52
Menit ke Kecamatan, Kabupaten 100 Menit, selanjutnya pada Desa Tanjung Irat
70 Menit ke Kecamatan dan Kabupaten 136 Menit, itu artinya untuk jarak tempuh
terjauh dari Desa Tanjung irat ke Kabupaten Lingga, yakni 136 Menit Informasi
selanjutnya mengenai perkiraan jarak tempuh terjauh dapat di lihat kembali pada

tabel diatas.
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Kecamatan Singkep Barat dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten
Kepulauan Riau No. 22 Tahun 2001. Kecamatan Singkep Barat saat ini terdiri dari
11 Desa dan 1 Kelurahan, yang mencakup 24 Dusun, 51 Rukun Warga (RW), dan
121 Rukun Tetangga (RT). Informasi mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di lingkungan Kecamatan Singkep Barat yakni berjumlah 161 Orang, yang
terdiri dari_77 Laki-laki _dan |84 - Perempuan. Sedangkan untuk jumlah
kelembagaan di Kecamatan Singkep Barat yakni 59 Lembaga, yang terdiri dari 2
Dewan Lingkungan, 11 BPD, 12 LPM, dan 12 TP PKK.

Kecamatan Singkep Barat merupakan bagian dari Kabupaten Lingga yang
terbentuk sebelum Kabupaten Lingga terbentuk. Awalnya Kecamatan Singkep
Barat merupakan bagian dari Kabupaten Kepulavan Riau yang dibentuk
berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Riau No.22 Tahun 2001. Sebelumnya
Kecamatan Singkep Barat terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan, namun setelah
pembentukan Kecamatan Kepulauan Posek, Kecamatan Singkep Barat hanya
terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan, yang mencakup 24 Dusun, 51 Rukun Warga
(RW), dan 121 Rukun Tetangga (RT).

8. Pendudukan Kecamatan Singkep Barat
Penduduk Kecamatan Singkep Barat berdasarkan data dari kantor Kecamatan
Singkep Barat tahun 2017 adalah sebanyak 14.129 jiwa yang terdiri atas 7.331
jiwa penduduk laki-laki dan 6.798 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan
dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kecamatan Singkep Barat
mengalami pertumbuhan -5,90. Sementara itu besarnya angka rasio jenis

kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar
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107,84. Kepadatan penduduk di Kecamatan Singkep Barat tahun 2017
mencapai 43 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 12 desa/kelurahan cukup

beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di desa Jagoh dengan

kepadatan se dan t rok Tua sebesar 16
Jiw

;? Di %&eﬁ]ﬂmﬁ iﬁw el mengenai
"g jumlah p erda i de Kecamatan
Er - Singkep B n
E E Tabel IV.1 in  menurut
8 I i _ n un 2018
: E P—— -
- = No | De il 1 8N Jumlah
= 1 Tua Far g = ][ 2.257
:' ; 2 S 1.757
o = 3 1.012
iy - 4 a 5 1.067
- 5 Su 1.419
g 5 6 673
@ = 7 Sy 1.177
e 2 8 Bu 477
E‘ = 9 Tanjung.Ira -l 828
E = 10 Lang 6 703

- 11 Tinjul 429 917
E 12 | Raya (Keluraha 863 1.822
o
—| Jumlah 6.798 14.129

Sumber : Kecamatan Singkep Barat

Informasi diatas menjelaskan mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis
kelamin menurut desa/kelurahan di Kecamatan Singkep Barat, Desa Marok Tua
memiliki jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak yakni (1.152) laki-
laki dan (1.105) perempuan dengan total jumlah penduduk (2.257) jiwa. Untuk

keterangan lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel diatas.
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Selanjutnya dari informasi diatas peneliti akan menjelaskan 3 desa yang
menjadi perbandingan di dalam penelitian ini, yaitu Desa Bakong yang memiliki
(535) penduduk laki-laki dan (532) perempuan, yang memiliki total penduduk
(1.067) jiwa. Selanjutnya Desa-Kuala Raya memiliki penduduk jenis kelamin laki-
laki (537) jiwa dan perempuan (475) jiwa, jika ditotal jumlah penduduknya
(1.012) jiwa. Lalu Desa Sungai. Buluh:memiliki penduduk jenis kelamin laki-laki
(888) jiwa dan perempuan (869) jiwa, jika ditotal memiliki penduduk (1.757)
jiwa.

9. Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Singkep Barat

Struktur sosial budaya masyarakat di Kecamatan Singkep Barat merupakan
hasil perjalanan sejarah yang cukup panjang, sejak zaman Kerajaan Melayu
Singkep Barat hingga masa setengah abad lebih setelah kemerdekaan. Pada
saat ini, penduduk yang mendiami wilayah Singkep Barat berasal dari berbagai
suku bangsa, agama, kebudayaan, dan golongan sosial. Pada umumnya,
masyarakat Singkep Barat bermata pencaharian sebagai nelayan dan hal-hal
lain yang erat kaitannya dengan laut. Kondisi ini.cukup berpengaruh terhadap
kehidupan sosial dan budayanya sesuai.dengan latar belakang sejarahnya.
Secara tradisional, masyarakat melayu umumnya bermata pencaharian sebagai
petani, berkebun, menangkap ikan, dan berdagang. Sementara itu, dalam
struktur pemerintahan, orang melayu umumnya mengabdi sebagai guru
pendidik dibandingkan pekerjaan pemerintah lainnya.

Umumnya masyarakat di wilayah Singkep Barat berasal dari suku Melayu

yang masih kental budayanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti
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Bahasa melayu, agama Islam, dan berbagai adat istiadat yang masih kental dengan
lingkaran hidupnya. Masyarakat melayu terkenal dengan masyarakat yang taat

dalam menjalankan Ibadah, ramah, mementingkan hidup secara kekeluargaan, dan

didapatkan

peneliti lak

1. Observas

Pada

pengisian buku-buku administrasi desa tersebut. Adapun hubungannya dengan
pengelolaan keuangan desa pada tahap Perencanaan Camat melakukan evaluasi
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang
sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan
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pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban agar

mengacu pada peraturan yang berlaku yang dibimbing oleh Kepala Seksi

Pemerintahan dan Ketertiban umum serta Pendamping Desa.

an me 0 asi yang sudah

peneliti sus
sehingga 2

mengenai

LN AVAY-S

Kecamatan ) . v 1 . e ] hasil wawancara ini

akan sekaligus a\ Sa | sudah peneliti tetapkan

Barat sehingga sering terlambatnya pelaporan keuangan desa.
Dalam hal menjawab kedua rumusan masalah tersebut yang nantinya akan
peneliti uraikan secara bertahap berdasarkan informasi yang didapatkan melalui
wawancara terhadap seluruh informan serta akan dilengkapi dengan analisis
argumentasi peneliti untuk memberikan semacam evaluasi dan tanggapan atas

informasi yang di dapatkan nantinya. Adapun sejumlah pertanyaan yang telah
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peneliti tentukan diambil dan dikembangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, dimana pada pasal 21 terdapat 6 poin

pemerintah menugaskan Camat, namun dalam penelitian ini peneliti hanya akan

1. Bagaimana tugas camat dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga

Untuk menjawab rumusan masalah di atas peneliti akan memaparkan hasil
wawancara dengan Camat Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019, yakni :
Menurut saudara pembinaan apa saja yang sudah dilakukan oleh camat Singkep

Barat pada tahun 2017 dan 2018 terkait pengawasan tertib administrasi desa ?
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Jawab :

“Pembinaan yang telah dilakukan camat adalah memberikan pengarahan
secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf
yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa
yang menjadi.tugasnya dengan mengacu_PRPermendagri Nomor 47 tahun
2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan. secara langsung
memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian_buku-buku
administrasi desa tersebut. Adapun hubungannya dengan pengelolaan
keuangan desa pada tahap pPerencanaan Camat melakukan evaluasi
Peraturan Desa .tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apakah sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban agar mengacu pada
peraturanyang berlaku™

Secara teknis Camat Singkep Barat telah melaksanakan tanggungjawabnya
sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di milikinya terkait pembinaan
pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pengarahan secara langsung ke
desa-desa bersama seluruh pejabat-struktural dan staf yang membidangi tugas
masing-masing " sesuali dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada
permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Fungsi teknis Camat juga terlihat dari pelaksanaan tugas yakni memberikan
petunjuk tata cara pengisian buku-buku administrasi desa, dalam pengelolaan
keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang
sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD).

"®Camat Singkep Barat Kabupaten Lingga pada tanggal 15 Juli 2019
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Jika dilihat Camat telah berperan aktif dalam pembinaan pengelolaan
keuangan desa, namun temuan fenomena di dalam penelitian ini penunjukan

masih banyaknya desa-desa yang mengalami keterlambatan Laporan Keuangan

rat, Menurut

desa dalam

masing-masing
jkat desa yang
enghadirkan nara

Telah ada upaya dari pemerintah desa dalam meningkatkan tertib
administrasi desa, hal ini tentunya sangat baik sekali karena tanggungjawab tugas
tersebut tidak hanya Camat tetapi Kepala Desa juga harus berperan aktif dan

bersinerji dengan Kecamatan agar peningkatan tertib administrasi desa ini dapat

7! Camat Singkep Barat Kabupaten Lingga pada tanggal 15 Juli 2019
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ditingkatkan dengan terus memupuk upaya tersebut dengan kegiatan peningkatan
pengetahuan, keahlian melalui bimbingan teknis/pelatihan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih bervariasi peneliti kembali

berpe
petunjul

Berdasarks nasi tersebut Cz L"_ aksanakan tugasnya dengan

langsung kepada )] desa mengena ib ”.. asi desa. Namun
hal yang terja

: alami keterlambatan
J, hal
R

ketidakmampuan desa dala ngelolah ac strasinya sesuai dengan aturan

laporan  keuangan ini  disebabkan

yang ada, jadi disitu paradoksnya.
Selanjutnya menurut saudara apakah Camat sudah perperan aktif dalam
memberikan supervisi dan fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan

desa ?

2 Ibid
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Jawab :

“Sudah berperan aktif dengan mengunjungi desa diwilayah kerjanya,
memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan
pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi

Kacamatan

atau sudah )as at dala rasi desa.
Bila
administras

ketidakberha

Jawab :

“Camat sudah berperan aktif antara lain mengadakan kunjungan ke desa-
desa, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, dan
Badan Permusyawaratan Desa, Mengirim surat teguran kepada kepala
desa yang melakukan pelanggaran administrasi e

73 Camat Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019
74 -
Ibid
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Poin dari keterangan tersebut menerangkan bahwa Camat Singkep Barat
telah berperan aktif dengan mengunjungi desa di wilayah kerjanya, memberikan

teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan

pengetahu . ema : "‘-" erta : ah desa untuk

melaksanaka 3 i desa sesuai jan ¢ 1 yang ada.

Informasi di atas menerangkan bahwa Camat telah memahami betul
mekanisme atau langkah-langkah terkait aturan pembinaan dan pengawasan desa
berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun

2008 Tentang Kecamatan.

" 1bid
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Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Camat telah berupaya melakukan
tugasnya dengan baik terkait pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa,
namun karena begitu kompleksnya pelaksanaan tugas ini di lihat dari jumlah desa,
letak geografis, ketersediaan-anggaran, keterbatasan  SDM yang ada di desa
membuat Camat kesulitan dalam mengoptimalkan tugas yang di emban olehnya.

Selanjutnya untuk menghindari ketendensiusan analisis di dalam penelitian
ini, maka peneliti_sedikit bergeser untuk mencoba mengorek informasi otentik
dari pejabat lainnya yang adaa di Kecamatan Singkep Barat, yaitu Sekretaris
Camat. Hal ini di lakukan dalam upaya memperkaya informasi sehingga peneliti
akan mendpatkan jawaban yang beragam agar dapat di telaah, dibandingkan serta
di analisis secara konseptual tentunya dengan penalaran logis terkait permasalahan
di dalam penelitian inf.

Berikut ulasan dan uraian serta analisis, dari hasil wawancara bersama
Sekretaris Camat Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019,yakni : Menurut
saudara pembinaan apa saja yang sudah dilakukan oleh camat Singkep Barat pada
tahun 2017 dan 2018 terkait pengawasan tertib administrasi desa ?

Jawab :

“Pembinaan yang telah dilakukan camat adalah memberikan pertemuan
dengan kapala desa-kepala desa se Kecamatan Singkep Barat, mengadakan
kunjungan ke desa-desa, pengarahan secara langsung ke desa-desa
bersama seluruh pejabat struktural yang menjadi tugasnya dan secara
langsung memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku
administrasi desa dengan mendatangkan nara sumber untuk memberikan
pelatihan tentang administrasi desa »76

"® Sekretaris Kecamatan Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019
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Menurut saudara upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa
dalam meningkatkan tertib administrasi desa ?

Jawab :

“Upaya

Singkep Bz

AL

AL EE )

"
O
E

Jawab :

“Me
desa
tent
Kec
Perm

ngan ke desa-
ada peraturan
koordinasi di
a, dan Badan

Senada @

menerangkan

tugasnya denga @' ecamatan Singkep
Barat, mengadakan @g cara langsung ke desa-
desa bersama seluruh pe al_ya nenjadi tugasnya dan secara

langsung memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku
administrasi desa dengan mendatangkan nara sumber untuk memberikan pelatihan
tentang administrasi desa

Secara teknis Camat Singkep Barat telah melaksanakan tanggungjawabnya

sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di milikinya terkait pembinaan

7 Ibid
8 |bid
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pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pengarahan secara langsung ke

desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas

masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada

Desa (BPD
Jika an pengelolaan

keuangan desa, nam : e an ini penunjukan

desa juga merupakan tanggungjawab kepala desa, karena kepala desa
berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan administrasi desa yang baik,
menjalin , melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan,
professional, efektif dan efisien. Untuk itu kepala desa juga harus memiliki sikap
dan tanggungjawab selaku pemimpin pemerintahan di desa agar dapat menjalin

kerja sama dan koordinasi dengan seluru pemangku kepentingan termasuk Camat
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selaku pimpinan dan koordinator di kecamatan, karena Camat lah yang nantinya

akan di mintai keterangan oleh Bupati melalu Sekretaris Daerah mengenai apa-

apa saja permasalahan yang terjadi di tingkat kecamatan dan desa.

auan ke desa-
di Kecamatan
musyawaratan
ng mengalami

AT ALNATETANS
%_J

P o

3
@
S
Q
()
o
[
2

esa, dan perangkat

desa, serta ada kepala desa yang

Jawab :

“Bentuk pembinaan dan pengawasan camat antara lain; mengadakan
peninjauan ke desa-desa khususnya desa yang mengalami permasalahan,
mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, memberikan

™ 1bid
8 Ibid
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teguran lisan, mengirim surat teguran kepada kepala desa yang melakukan
pelanggaran administrasi”®*

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga jawaba tersebut dapat di

bahwa Camat sanakan tugas dan

gan desa sesuai

Permusyawara sa. dan memberikan te epala desa yang

mengalami

pelaporan keuangan kepada Cama amat telah melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya dengan baik, maka tertib administrasi desa juga akan baik.
tentu saja masih adanya ketidak ketidakutuhan di dalam sebuah sistem yang
sedang dibangun dalam upaya tugas Camat melakukan pembinaan tersebut.
Wawancara dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman

dan Ketertiban Kecamatan Singkep Barat : Menurut saudara pembinaan apa saja

& 1bid
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yang sudah dilakukan oleh camat Singkep Barat pada tahun 2017 dan 2018 terkait

pengawasan tertib administrasi desa ?

Jawab :

“Pembinaan yang telah dilakukan camat adalah mengadakan rapat dan
pertemuan dengan kapala desa-kepala desa se Kecamatan Singkep Barat,
mengadakan kunjungan dan pemantauan ke desa-desa, memberikan
pengarahan secara langsung kepada perangkat desa yang membidangi
tugas masing-masingyang ‘menjadi “tugasnya_dan memberikan petunjuk
bagaimana tata cara pengisian buku-buku adminisirasi desa’’*

Pertanyaan selanjutnya, menurut saudara upaya apa saja yang sudah

dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa ?

Jawab :

“Upaya _yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah masing-masing
desa melakukan bimbingan teknis/pelatinan bagi- perangkat desa dengan
nara sumber dari Kecamatan, dan Kabupatenyang diselenggarakan melalui
anggaran desa”™

Wawancara berikutnya ~diajukan— kepada- Kepala Seksi Pemerintahan

Ketentraman dan Ketertiban pada tanggal 15 Juli 2019, menurut saudara apa saja

bentuk bimbingan yang sudah diberikan Camat Singkep Barat dalam pelaksanaan

administrasi desa ?

Jawab :

“Memberikan bimbingan secara langsung kepada perangkat desa,
mengadakan kunjungan ke desa-desa dengan memberikan petunjuk sesuai
dengan pedoman pada peraturan tentang administrasi desa, dan
mengadakan rapat-rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala
desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa 84

82 Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban pada tanggal 15 Juli 2019

® |bid

# Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban pada tanggal 15 Juli 2019
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Berdasarkan hasil wawancara dengn Kepala Seksi Pemerintahan

Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Singkep Barat menerangkan bahwa

Camat telah berupaya dengan baik dalam melaksanakan tugasnya dengan

langsung
inistrasi desa

ihan tentang

anggungjawabnya
ait pembinaan
ecara langsung ke
desa-desa be : cjabat s al d J embidangi tugas

mengacu pada

keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) yang
sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).

Jika di lihat Camat telah berperan aktif dalam pembinaan pengelolaan

keuangan desa, namun temuan fenomena di dalam penelitian ini penunjukan
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masih banyaknya desa-desa yang mengalami keterlambatan Laporan Keuangan
Desa yang masuk di Kecamatan Singkep Barat. Ini merupakan fenomena bahwa
evaluasi dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan keuangan desa diduga belum
optimal dilaksanakan.

Akan tetapi pelaksanaan tugas dalam rangka memastikan tertib administrasi
desa juga merupakan tanggungjawab® kepala desa, karena kepala desa
berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan administrasi desa yang baik,
menjalin, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan,
professional, efektif dan efisien. Untuk itu kepala desa juga harus memiliki sikap
dan tanggungjawab selaku pemimpin pemerintahan di_desa agar dapat menjalin
kerja sama dan-koordinasi dengan seluru pemangku kepentingan termasuk Camat
selaku pimpinan dan koordinator di kecamatan, karena Camat lah yang nantinya
akan di mintai keterangan oleh Bupati melalu_ Sekretaris Daerah mengenai apa-
apa saja permasalahan yang terjadi di tingkat kecamatan dan desa.

Wawancara peneliti lanjutkan dengan kembali. mengajukan pertanyaan
kepada Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan.Ketertiban Singkep Barat :
Menurut saudara apakah camat sudah perperan aktif dalam memberikan supervise
dan fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ?

Jawab :

“Camat sudah barperan aktif diantaranya dengan mengadakan
kunjungan/tinjauan ke desa-desa diwilayah kerjanya, dan mengadakan
rapat-rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat
desa, memberikan bimbingan teknis/pelatihan kepada perangkat desa, dan
memberikan teguran kepada kepala desa yang melalaikan permasalahan
administrasi desa”
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Selanjutnya peneliti juga menanyakan, apakah camat sudah berperan aktif
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

Jawab :

“Camat sudah berperan aktif dengan mengadakan kunjungan kerja dan
mengadakan monitoring dan evaluasi ke desa-desa, mengadakan rapat-
rapat koordinasi dengan kepala desa, dan perangkat desa, serta
memberikan teguran lisan dan tertulis kepada kepala desa yang melakukan
keterlambatan dan pelanggaran administrasi ¥

Menurut saudara apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan yang sudah
dilakukan camat kepada kepala desa ?

Jawab :

“Bentuk-pembinaan dan pengawasan camat antara lain; mengadakan
peninjauan langsung ke desa-desa khususnya desa .yang mengalami
permasalahan, mengadakan. rapat-rapat.dengan kepala desa, perangkat
desa, memberikan teguran lisan, mengirim surat teguran kepada kepala
desa yang ngalami keterlambatan pelaporan dan melakukan pelanggaran
administrasi’®®

Dari ketiga jawaban diatas menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah
berperan aktif dengan mengunjungi desa di wilayah- kerjanya, memberikan
teguran kepada kepala desa yang mengalami  Keterlambatan pelaporan
administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di
Kacamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah
atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib
administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan

ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya

% |bid
% Ibid
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pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan

tertib administrasi desa tepat waktu dan aturan yang ada.

Jawaban tersebut juga menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang
otentik secara esklusif selalu peneliti upayakan dalam mecari informasi akurat
yang akan mengugkap fakta-fakta lain yang menjadi sumber dari permasalan di
dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti berupaya agar informasi tersebut bersifat

objektif dengan mewawancarai seluru informas dalam penelitian ini.
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Di bawah ini akan peneliti uraikan hasil wawancara dengan Kepala Desa
Bakong, Kuala Raya dan Sungai Buluh, agar dapat mengembangkan dan

membandingkan jawaban tersebut dengan jawaban yang sudah di dapatkan

at mengadakan

atihan bagi perangkat desa
dengan mengundang : Imbe ari  Kecamatan, dan Badan
Pemberdayaan Masyarakat C upaten Lingga "%

Menurut saudara apa saja bentuk bimbingan yang sudah diberikan Camat
Singkep Barat dalam pelaksanaan administrasi desa ?
Jawab :

“Memberikan bimbingan secara langsung kepada Kepala Desa dan
perangkat desa, dengan memberikan petunjuk sesuai dengan pedoman pada

8 Kepala Desa Sungai Buluh pada tanggal17 Juli 2019
8 Kepala Desa Sungai Buluh pada tanggal 17 Juli 2019
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peraturan tentang administrasi desa, dan menyelenggarakan rapat
koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, dan
Badan Permusyawaratan Desa dengan menghadirkaan tenaga ahli dati
Kabupaaten 89

Berdasarkan _hasil "wawancara tersebut di-‘dapati bahwa kepala desa
mengakui adanya peran camat dalam melakukan Pembinaan dengan mengadakan
rapat dan ‘pertemuan dengan kapala desa se-Kecamatan Singkep Barat,
memberikan _pengarahan: secara langsung kepada ‘perangkat desa, mengadakan
kunjungan ' dan pemantauan ke desa-desa, dan memberikan petunjuk tentang
administrasi desa.

Jawaban dari kepala desa bakong menjelaskan bahwa camat Singkep Barat
telah mengemban tugasnya dengan baik, sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
Secara teknis Camat Singkep Barat telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuali
dengan tugas dan kewenangan yang di milikinya terkait pembinaan pengelolaan
keuangan desa dengan memberikan /pengarahan secara langsung ke desa-desa
bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-
masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada permendagri
nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Fungsi teknis Camat juga terlihat dari pelaksanaan tugas yakni memberikan
petunjuk tata cara pengisian buku-buku administrasi desa, dalam pengelolaan
keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) yang
sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD).

8 1bid
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Jika di lihat Camat telah berperan aktif dalam pembinaan pengelolaan
keuangan desa, namun temuan fenomena di dalam penelitian ini penunjukan
masih banyaknya desa-desa yang mengalami keterlambatan Laporan Keuangan
Desa yang masuk«di Kecamatan.Singkep Barat. Ini merupakan fenomena bahwa
evaluasi-dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan keuangan desa di duga
belum optimal dilaksanakan.

Pelaksanaan tugas dalam rangka memastikan tertib administrasi desa juga
merupakan tanggungjawab kepala desa, karena kepala desa berkewajiban untuk
dapat menyelenggarakan administrasi desa yang baik, menjalin, melaksanakan
prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan
efisien. Untuk-itu kepala desa juga harus memiliki sikap dan tanggungjawab
selaku pemimpin pemerintahan di desa agar dapat menjalin kerja sama dan
koordinasi dengan seluruspemangku kepentingan termasuk Camat selaku
pimpinan dan koordinator di kecamatan, karena Camat lah yang nantinya akan di
mintai keterangan oleh Bupati melalu Sekretaris Daerah mengenai apa-apa saja
permasalahan yang terjadi di tingkat kecamatan dan desa.

Pertanyaan selanjutnya kembali peneliti-ajukan kepada kepala desa bakong.
Menurut saudara apakah camat sudah perperan aktif dalam memberikan supervise
dan fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ?

Jawab :

“Camat sudah barperan aktif diantaranya menungjungi/meninjau ke desa-
desa diwilayah kerjanya, mengadakan rapat koordinasi di Kecamatan yang
dihadiri kepala desa, perangkat desa, memberikan bimbingan
teknis/pelatihan kepada perangkat desa, dan memberikan surat teguran
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kepada kepala desa yang melalaikan/lambat menyampaikan laporan
administrasi desa”®

Menurut saudara apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan yang sudah

epala desa ?

dilakukan camat kepac
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pengetahuan dan kemampuan da

administrasi desa

ketidakberhasilan dala terjadi karena kurangnya

e,
pemerintah desa untuk melaksanakan

tertib administrasi desa tepat waktu dan aturan yang ada.
Jawaban tersebut juga menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah
berperan aktif dengan mengunjungi desa di wilayah kerjanya, memberikan

teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan

administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di

% |bid
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Kacamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah
atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Sehingga terlihat bahwa Camat telah memahami betul mekanisme atau

kait pembinaan
kompleksnya
, ketersediaan
embuat Camat

anggaran,

kesulitan d

apa saja yang sudal ’q ‘ ) at pada tahun 2017 dan

2018 terkait pengawasan te m,‘a._."’

Jawab :

“Pembinaan yang telah dilakukan oleh camat adalah menyelenggarakan

rapat dan pertemuan dengan kapala desa se- Kecamatan Slngkep Barat,
mengadakan kunjungan monitoring dan evaluasi ke desa-desa’

Dari jawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa Kuala Raya tidak jauh

berbeda dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Buluh, hal ini

% Kepala Desa Kuala Raya pada tanggal 19 Juli 2019
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mengindikasikan bahwa Camat Singkep Barat memang telah melakukan
Pembinaan dengan menyelenggarakan rapat dan pertemuan dengan kapala desa se

Kecamatan Singkep Barat, mengadakan kunjungan monitoring dan evaluasi ke

sa Kabupaten

sudah diberikan Camat Singkep B pelaksanaan administrasi desa ?

Jawab :

“Memberikan bimbingan langsung kepada Kepala Desa dan perangkat
desa, dengan menyelenggarakan rapat koordinasi di Desa dan Kecamatan
yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan
Desa membahas tentang kendala dan permasalahan di desa 94

93 i
Ibid
% Kepala Desa Kuala Raya pada tanggal 19 Juli 2019
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Berdasarkan informasi tersebut Camat telah melaksanakan tugasnya dengan

baik, tugas tersebut dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 47 tahun

2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Camat juga memberikan secara

teguran kepada
dilapangan 95

Berdasarkan keterangan tersebut menerangkan bahwa Camat Singkep Barat
telah berperan aktif dengan mengunjungi desa diwilayah kerjanya, memberikan
teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan
administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di

Kacamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah

atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

% |bid
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Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib
administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan

ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya

gan kepala desa,
Si ke desa-desa,
at memberikan
surat teguran

e

it

o
s
Ca

atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.
Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib
administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan

ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya

% |bid
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pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan
tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

Pertanyaan terakhir, menurut saudara apa saja bentuk pembinaan dan

flengan kepala
engirim surat

membuat Camat kesulitan dalam mengoptimalkan tugas yang di emban olehnya.
Peneliti berupaya mendapatkan informasi secara obyektif terhadap seluruh

informan agar penelitian ini mendapatkan banyak sumber referensi, untuk itu

wawancra selanjutnya peneliti lakukan bersama Kepala Desa Bakong pada

tanggal 20 Juli 2019 yakni :

7 |bid
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Menurut saudara pembinaan apa saja yang sudah dilakukan oleh camat

Singkep Barat pada tahun 2017 dan 2018 terkait pengawasan tertib administrasi

desa ?

milikinya te
pengarahan

staf yang

keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang
sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).

Selanjutnya, menurut saudara upaya apa saja yang sudah dilakukan

pemerintahan desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa ?

% Kepala Desa Bakong pada tanggal 20 Juli 2019
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Jawab :

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa  adalah melakukan
bimbingan teknis/pelatihan peningkatan aparatur pemerintah dan pelatihan
lembaga kemasyarakatan desa dengan nara sumber dari Kecamatan, dan

bersinerji de an agar peningkatan 1 3 rasi desa ini dapat
ditingkatkan dengal )¢ I an Kegiatan peningkatan

pengetahuan,

administrasi desa ?
Jawab :
“Mengadakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bimbingan

kepada Kepala Desa dan perangkat desa, dengan menyelenggarakan rapat
koordinasi bulanan Kecamatan *

% |bid
100 1hid
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Berdasarkan informasi tersebut Camat telah melaksanakan tugasnya dengan

baik, tugas tersebut dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 47 tahun

2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Camat juga memberikan secara

laporan

ketidakmampua Jala 1 al dengan aturan

yang ada, ja

Selanjutnya, me dara apakah camat sud: eran aktif dalam
memberikan Supervisi d g anaan ¢ ‘ Si pemerintahan
desa ?

Jawab :

Jawaban tersebut menerangka a Camat Singkep Barat telah berperan
aktif dengan mengunjungi desa diwilayah kerjanya, memberikan teguran kepada
kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan
mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kacamatan. Sehingga

menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah

tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

108 1hid
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Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib
administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan
ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya
pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan
tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

Menurut saudara apakah,«camat: sudah; berperan aktif dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

Jawab :

“Camat sudah berperan aktif melalui mengadakan rapat koordinasi dengan
kepala desa, dan perangkat desa, serta melakukan kunjungan ke desa-desa,
dan apabila ditemukan masalah dilapangan camat.akan memanggil kepala
desa rrlggnberikan teguran lisan dan mengirim surat teguran kepada kepala
desa.”

Jawaban tersebut menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan
aktif dengan mengunjungi desa-di-wilayah kerjanya, memberikan teguran kepada
kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan
mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kacamatan. Sehingga
menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah
tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib
administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan
ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya
pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan

tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

1% 1bid
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Menurut saudara apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan yang sudah
dilakukan camat kepada kepala desa ?

Jawab :

“Pembinaan dan_pengawasan._yang sudah dilakukan oleh camat antara
lain; .mengadakan rapat koordinasi dengan kepala desa, dan perangkat
desa, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi langsung ke desa-desa,
apabila- ditemukan permasalahan dilanjutkan dengan pemanggilan
terdadap kepala desa: yang bersangkutan, memberikan teguran lisan, dan
mengirim surat teguran %

Informasi di atas menerangkan bahwa Camat telah paham betul mekanisme
atau langkah-langkah terkait aturan pembinaan dan pengawasan desa berdasarkan
aturan yang ada, berdasarkan Peraturan Pemerintah ‘Nomeor 19 tahun 2008
Tentang Kecamatan.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Camat telah berupaya melakukan
tugasnya dengan baik terkait pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa,
namun karena begitu kompleksnya pelaksanaan tugas ini di lihat dari jumlah desa,
letak geografis, ketersediaan anggaran, keterbatasan SDM yang ada di desa
membuat Camat kesulitan dalam mengoptimalkan tugas yang di emban olehnya.
2. Apa Saja Yang Menyebabkan Kurang Optimalnya Tugas Camat Dalam

Melaksanakan PembinaanPengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan
Singkep Barat Sehingga Sering Terlambatnya Pelaporan Keuangan Desa.

Dalam setiap menjalankan kebijakan sudah tentu akan ada hambatan dan
permasalahan yang terjadi sehingga pemerintah harus meminimalisir hambatan
dan permasalahan tersebut, begitu juga dalam menjalankan tugas dan kewenangan

yang melekat pada pejabat publik, tidak semua tugas tersebut bisa dijalankan

dengan baik karena kompliksnya tugas tersebut yang berhubungan dan saling

1% 1bid
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mengait pada tugas yang lainnya, sehingga dibutuhkan koordinasi, komunikasi
serta pola atau cara yang tepat agar pejabat publik mampu memaksimalkan tugas
dan kewenangannya tersebut.

Hal yang .sama juga terjadi pada Kecamatan Singkep Barat, adanya
permasalahan yang sudah terlalu lama terulang mengenai keterlambataan
pelaporan keuangan administrasi: desa-yang ada.di wilayah Kecamatan Singkep
Barat membuat kekahwatiran akan pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih
baik. Karena dampak yang ditimbulkanpun sangat berpengaruh bagi
pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, keterlambatan pelaporan
keuangan kepada Bupati melalui Camat akan membuat terhambatnya pencairan
dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Lingga.

Hal ini mejnjadi pekerjan rumah yang mesti di urus secara serius, dalam
kaitannya pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib” administrasi desa
tidak hanya di bebankan atau ditugaskan kepada Kepala Desa saja, tetapi Camat
juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama.

Peraturan Pemerintah . Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan juga
memberikan amanat kepada Camat poin tersebut terdapat pada pasal 19 yang
menyatakan bahwa Camat ditugasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa, memberi bimbingan,
suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa
dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa.

Jadi poin penting bagi Camat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati

yakni, ikut bertanggungjawab dalam memastikan tertib administrasi pemerintahan
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desa dengan memberikan bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap kepala desa atau desa, melakukan pembinaan dan
pngawasan terhadap ~perangkat atau kepala desa, smelakukan evaluasi
penyelenggarakan pemerintahan desa atau kepala desa ditingkat kecamatan.

Fenomena yang terjadi_masih sering: dan banyaknya desa-desa yang belum
tertib administrasi salah-satuhnya terlambat dalam™ melaporkan pengelolaan
keuangan desanya. Utuk itu melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat
mengumpulkan. informasi  yang otentik terkait .permasalahan ini dengan
mewawancaral seluruh informan yang telah peneliti tentukan sebelumnya. Di bah
ini akan peneliti uraikan seluruh hasil wawancara dengan informan yang telah
peneliti temui dalam memberikan gambaran terkait apa saja yang menjadi faktor
penghambat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa dirwilayah Kecamatan
Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Wawancara pertama peneliti ajukan kepada Camat Singkep Barat Lingga
pada tanggal 15 Juli 2019 mengenai hambatan dalam pembinaan pengelolaan
keuangan desa : Menurut saudara apa saja.faktor penghambat pembinaan camat
dalam pengawasan tertib adinistrasi pemerintahan desa ?

Jawab :

“Kepala Desa dan Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang
disampaikan oleh camat™***

Pernyataan di atas menunjukan bahwa salah satu faktor penghambat dalam

pembinaan pengelolaan keuangan desa terjadi disebabkan kepala desa dan

104

Camat Singkep Barat Kabupaten Lingga pada tanggal 15 Juli 2019
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perangkat desa kurang menanggapi apa yang telah disampaikan Camat. Jika di
lihat dari sudut pandang lain tentunya keterangan dari jawaban tersebut memiliki

indikasi adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu terjadi, seperti

Pert

saudara ape

desa dalam

pemerintahan desa yakni karena faktor geografis yang jauh serta banyaknya tugas-
tugas lain yang ada di Kecamatan membuat pembinaan pengelolaan keuangan

desa tidak efektif dan efisien.

105

Camat Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019
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Pertanyaan terakhir peneliti ajukan kepada Camat Singkep Barat, yakni :

Menurut saudara faktor apa saja yang menjadi penghambat camat dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

sebelumnya, ka nat sebag 1gan begitu banyak

Tugas dan fungsi yang ank : I keterbatasan
kemampu mela e aan te ; esa, hal ini di

perparah d
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menjadi tan

menyebabka

dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal
tersebut tidak dapat di maksimalkan.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi peneliti mencoba

mewawancarai Sekretaris Camat Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019 :
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Menurut saudara apa saja faktor penghambat pembinaan camat dalam pengawasan
tertib andinistrasi pemerintahan desa ?

Jawab :

“Sumber daya manusia di tingkat desa yang lambat.memahami tentang
administrasi desa, Perangkat desa kurang menanggapi. arahan yang
disampaikan oleh camat dan nara sumber ™"

Beradasarkan jawaban dari: Sekcam:Singkep Barat yang menyatakan lagi-
lagi faktor Sumber Daya Manusi yang lambat sehingga kurang menanggapi apa
yang disampaikan oleh Camat.

Jika peneliti analisis, peneliti menggaris bawahi keterangan dari Sekcam
tersebut yang mengatakan bahwa pemerintah desa lambat menanggapi sehingga
kurang menanggapi. Di sini dapat di lihat bahwa tugas pembinaan itu sendiri di
tingkat desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan di tingkat Kecamatan
menejadi tanggungjawab Camat. Bila permasalahannya Sumber daya manusia
yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa dengan
memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat sehingga
pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam
mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

Yang menjadi soal apakah Camat sudah melakukan pembinaan dengan baik,
karena dalam pembinaan yang dilakukan Camat dapat di lihat dari lagi sudah baik
kah Camat dalam memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi

pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, setelah itu bagaimana

pengawasanya apakah sudah di awasi kepala desa tersebut, lalu jika memang

197 Sekretaris Kecamatan Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019
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masih terdapat masalah Camat harus melakukan evaluasi penyelenggarakan

pemerintahan desa atau kepala desa dengan memanggil seluru kepala desa di

wilayahnya.

penghamb

tertib admi

jika hanya 1 atau 2 desa yang memiliki jarak yang jauh dari Kecamatan. Tetapi

jika mengatakan bahwa seluruh desa memiliki jarak yang jauh dari Kecamatan itu
adalah kesalahan logis yang di lakukan pemerintah kecamatan, karena tidak
semua desa memiliki jarak yang jauh dari kecamatan, dan tentunya masih ada cara

lain untuk bisa mengoptimalkan tugas Camat tersebut.

108 Sekretaris Camat Kecamatan Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019
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Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kembali, menurut saudara
faktor apa saja yang menjadi penghambat camat dalam melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap kepala desa ?

(U banyak Tugas
dan fungs keterbatasan
kemampua esa, hal ini di
perparah d nya desa yang
menjadi tangg keuangan desa

menyebabka memaksimalkan

dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal
tersebut tidak dapat di maksimalkan.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih bervariasi lagi peneliti mencoba

mewawancarai Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Singkep Barat

109 1hid
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pada tanggal 15 Juli 2019, menurut saudara apa saja faktor penghambat
pembinaan camat dalam pengawasan tertib andinistrasi pemerintahan desa ?

Jawab :

emahamz tentang
arahan yang

menanggapi i dapat di lihat bahwa tugas 3 ndiri di tingkat
desa menja gungj a Des di tingkat matan menejadi
tanggungjawab Car ' Sum manusia yang kurang

baik, maka di : N3 engan memberikan

dan mengelola administrasinya de

Selanjutnya, menurut saudara apa saja yang menjadi faktor penghambat
antara camat dan pemerintah desa dalam melaksanaan konsultasi tertib
administrasi pemerintahan desa ?

Jawab :

110 Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Singkep Barat pada tanggal 15 Juli
2019
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“Keterbatasan Sumber daya manusia yang memahami tentang administrasi
desa di Kecamatan, daya serap pemahaman kepala desa dan perangkat
desa dan faktor jarak yang jauh dari desa-desa ke kantor kecamatan serta
banyaknya tugas-fugas lain yang ada di Kecamatan™**

Keterangan dig

juga tidak jauh berbeda“dengan apa yang sudah

amatan. Tetapi
Kecamatan itu
adalah kesalaha Sy ~lakukan peme atan, karena tidak

1 masih ad acara

“Sumber daya manusia di ti desa yang lambat memahami tentang

administrasi desa, Perangkat desa, terbatasnya waktu camat karena

banyaknya tugas lain, dan banyaknya desa sebanyak 11 (sebelas) desa dan

1 (satu) kelurahan 2

Berdasarkan jawaban tersebut. pengakuan dari Kepala Desa Sungai Buluh
juga tidak berbeda jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh informan

lainnya.

1 bid
112 Kepala Desa Sungai Buluh pada tanggal 17 Juli 2019
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Peneliti menggaris bawahi pengakuan dari Kepala Desa Sungai Buluh yang

menyatakan bahwa pemerintah desa lambat menanggapi sehingga kurang

menanggapi. Di sini dapat di lihat bahwa tugas pembinaan itu sendiri di tingkat

Ja pemerintah
dalam mengatur
dan menge

Yang
karena dala
kah Camat

pelaksanaan

wilayahnya.
Pertanyaan dilanjutkan kembali, menurut saudara apa saja yang menjadi

faktor penghambat antara camat dan pemerintah desa dalam melaksanaan

konsultasi tertib administrasi pemerintahan desa ?

Jawab :

“Keterbatasan Sumber daya manusia di desa yang kurang memahami
tentang administrasi desa 3

113 1hid
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Kepala Desa Sungai Buluh mengakui mengenai hambatan Camat dalam
menjalankan konsultasi tertib administrasi pemerintah desa disebabkan
Keterbatasan Sumbe

aya manusia di desa yang ang memahami tentang

desa-desa, dan
seluruh kepala

dari kantor kecamatan, ke dan sulitnya mengatur jadwal
rapat/pertemuan yang dihadiri seluruh kepala desa.

Hal ini juga di karenakan tugas dan fungsi Camat yang juga sangat banyak
sehingga Camat memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembinaan

tertib administrasi desa, hal ini di perparah dengan jauhnya jarak serta banyaknya

desa yang menjadi tanggungjawab Camat dalam pembinaan pengelolaan

" bid



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

132

keuangan desa menyebabkan sering tidak maksimalnya upaya Camat dalam
memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa.

Dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi

Raya pada r penghambat

pembinaan n desa ?
Jawab :

ang memahami
arjauhan antar

manusia di tingkat desa yang kurang memahami tentang administrasi desa, dan
faktor geografis yang barjauhan antar desa, bila permasalahannya Sumber daya
manusia yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa

dengan memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat

115 Kepala Desa Kuala Raya pada tanggal 19 Juli 2019
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sehingga pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan
pemahamannya dalam mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

Yang menjadi soal apakah Camat sudah melakukan pembinaan dengan baik,

pemerintahg ata epala desa di
wilayahny.

Pertanyaan selanjt - png menjadi faktor
penghambat antara ca rinta aksanaan konsultasi
tertib adminis

Jawab :
”Faktor pe waktu camat karena

salah satu faktor penghambat a dan pemerintah desa melaksanakan
konsultasi yaitu terbatasnya waktu yang dimiliki camat, hal ini juga karena
banyaknya jumlah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat.

Camat sebagai pimpinan kecamatan dengan begitu banyak tugas dan fungsi

yang di jalankannya secara sikologis memiliki keterbatasan kemampuan dalam

melakukan pembinaan tertib administrasi desa, hal ini di perparah dengan letak

118 1hid
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geografis jauh dan karena jauh serta banyaknya desa yang menjadi tanggungjawab
Camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa menyebabkan sering tidak

maksimalnya upaya Camat dalam memaksimalkan potensi pembinaan keuangan

a faktor keterbatasan

g administrasi desa,
a dikarenakan jarak

yang barjauha desa, serta terbatasnya

waktu camat”™’
Berdasarkan jawaban tersebu Kuan dari Kepala Desa Bakong juga
tidak berbeda jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh informan lainnya.
Kepala Desa Bakong menyatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia
di tingkat desa yang kurang memahami tentang administrasi desa, dan faktor

geografis yang barjauhan antar desa, bila permasalahannya sumber daya manusia

yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa dengan

117 Kepala Desa Bakong pada tanggal 20 Juli 2019
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memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat sehingga
pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam

mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

Yang menjac amat sudah.r mbinaan dengan baik,
“\%“A\‘ .QO i, sudah baik
konsultasi
bagaimana
pengawasa : sudal Si d jika memang
masih terd

yelenggarakan

pemerintahz kepala desa di

wilayahnya.

Menu audara : i olg at antara camat dan

Kepala Desa Bakong mengakui mengenai hambatan Camat dalam
menjalankan konsultasi tertib administrasi pemerintah desa disebabkan
keterbatasan sumber daya manusia di desa yang kurang memahami tentang
administrasi desa. Jika memang karena SDM yang kurang baik tentu Camat dapat

merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk mengganti atau menyesuaikan

118 1hid
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aparatur desanya sesuai basic/keahlian yang di milikinya. Kerena tidak mungkin

menempatkan sesorang pada jabatan yang tidak di kuasainya.

Menurut saudara faktor apa saja yang menjadi penghambat camat dalam

kecamatan,

dihadiri selu

keuangan desa menyebabkan maksimalnya upaya Camat dalam
memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa.

Dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi
salah satu kendalah dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, hal tersebut

juga di alami desa yang ingin meningkatkan kemampuan perangkat desanya

119 1hid
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dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal
tersebut tidak dapat di maksimalkan.

3. Dokumentasi

serta buku

harian kegiatan cama 2 N-p 3 rat-menyurat

Tugas Camat
dalam Pembinaan Keuangan Desa )ada ta un 2 lihat dari buku
harian kegiatan at dapa jtakan m: i ": 3 gbabkan banyaknya

tugas-tugas ] dilaksa olaan keuangan

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di
Kecamatan Singkep Barat

a. Terbatasnya sumber daya manusia yang di miliki kecamatan dan desa
yang tidak kompeten tidak sesuai dengan basik pendidikan menyebabkan
kurangnya pemahaman/lambatnya pemahaman mengenai tertib
administrasi desa sehingga pengelolaan keuangan desa sering mengalami

keterlambatan pelaporan ke kecamatan singkep barat.
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b. Letak geografis di wilayah kecamatan singkep barat yang sebagaian
besar wilayah kepulauan juga menjadi penghambat bagi camat dalam

melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa karena wilayah yang

ak kecamatan ke desa
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil pelaksana s Camat Dalam Pemk Pengelolaan Keuangan

o
D
=]
<
QD
Sy

S5 B

dan pertanggungjawaban Cama akukan pembinaan dan pengawasan
antara lain; mengadakan peninjauan langsung ke desa-desa khususnya desa
yang mengalami permasalahan, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa,
perangkat desa, memberikan teguran lisan, mengirim surat teguran kepada

kepala desa yang ngalami keterlambatan pelaporan dan melakukan

pelanggaran administrasi
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2. Faktor Penghambat pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017

—2018.

a. Camat Si memiliki kendale L kan pembinaan dan

membuat Camat kesulitan dalam melaksanakan tugas pengelolaan
keuangan desa. Sehingga tidak efektif dan optimalnya tugas Camat
dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan
desa di Kecamatan Singkep Barat.

c. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa

membuat lambatnya pemahaman mengenai tertib administrasi desa
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sehingga pelatihan atau bimbingan yang diberikan tidak dapat diserap
dan dipahami dengan baik, ditambah lagi masih banyaknya aparatur dari

perangkat desa yang tidak kompeten atau tidak sesuai dengan pendidikan

ehingga pengelolaan

‘u"“ .’$ ‘ 0 keuangan

memekarkan
karena dari luas
banyak sudah
matan itu harus
entasi nya tentu
untuk me ‘ efel =fIsiensia lam pelayanan,

tahan desa.

sehingga tugas camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan

konsultasi dapat lebih spesifik dan ditingkatkan lagi.

. Disarankan kepada Kepala Desa sebaiknya merotasi/mengganti aparatur

perangkat desa yang tidak mempunyai kompeten atau basic dengan jabatan
yang diembannya. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah desa dapat

memaksimalkan potensi yang ada pada aparatur desa dalam menjalankan dan
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membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan tertib administrasi desa
sehingga keterlambatan pelaporan keuangan desa dapat di antisipasi bahkan

dicegah sedini mungkin dengan aparatur yang kompeten di bidangnya.
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